BAB 3

GAMBARAN UMUM USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DAN PASAL 31E UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

3.1 Gambaran Umum UMKM
3.1.1 Definisi dan Pengembangan UMKM
UMKM di Indonesia memiliki perkembangan yang pesap tahunnya.

Oleh karena itu, UMKM memberikan kontribusi yangksianal bagi penerimaan
negara. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, UMKMdge memiliki

defenisi yang relevan dengan kenyataannya di lapangitu:

1.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang pangan dan atau
badan usaha perorangan yang memenubhi kriteria Udine.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yangibesendiri, yang
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usahg Yyakan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang pEnsgang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langgumaupun tidak
langsung dari usaha menengah atau usaha besar ngamgenuhi
kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif gardjri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau baskmuyang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahegrdiyailiki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung madujlak langsung
dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jurakaty&an bersih

atau hasil penjualan tahunan.

Pemerintah juga melakukan pemberdayaan UMKM kapartensi UMKM

dinilai sangat strategis untuk mewujudkan strulgerekonomian nasional yang

seimbang, berkembang dan berkeadilan. Selain itunumbuhkan dan

mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yamggtéindan mandiri

karena dalam pembangunan daerah UMKM dapat mekaiptdapangan

pekerjaan, pemerataan pendapatan, meningkatkaongmrihan ekonomi serta

mengentas kemiskinan rakyat.
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Selain  melakukan pemberdayaan bagi UMKM, pemdrintfuga

mengembangkan sarana prasarana yang mendukungmparkgan UMKM

tersebut yaitu dengan mengadakan prasarana umumnenberikan tarif

keringanan prasarana tertentu bagi UMKM. Hal tarsebdukung pula dengan

insentif yang diberikan oleh pemerintah baik Pemah Daerah maupun

Pemerintah Pusat. Insentif tersebut berupa kemudgessyaratan perizinan,

keringanan tarif sarana prasargkeringan tarif pajak dan bentuk insentif lainnya.

Salah satu aspek yang paling mendukung perkembabi@éKM adalah

pendanaan. Tanpa disadari pendanaan terhadap UMt dhenjadi motor yang

mengembangkan UMKM menjadi Usaha Besar (UB). Tujaandari pendanaan

tersebut yaitu:

a.

Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Udéra, Kecil
dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbadd@membaga
keuangan selain bank;

Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluasgganya
sehingga dapat diakses oleh UMKM.

Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaanaseepat,
tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayassasuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Membantu para pelaku UMKM untuk mendapatkan penaazaydan
jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan okthgmkan dan
lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunalatem
konvensional maupun sistem syariah dengan jamiaag gisedikan

oleh Pemerintah.

3.1.2 Klasifikasi Sektor UMKM
Pada prinsipnya klasifikasi menurut jenis kegiatakonomi masih

mengikuti konsep pada ISIG@n{ernational Sandard Industrial Classification of

All Economic Activities) revisi ke 2 (dua) tahun 1968, yang merupakandstiah

yang disusun oleh PBB untuk kepentingan perbaniditegnasional. Secara garis

besar pembagian klasifikasi ini sesuai dengan pedoe jenis dari produk yang
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dihasilkan, yaitu barang dan jasa. Dengan demikiasifikasi kegiatan UMKM
lebih menekankan pada sisi produsen sebagai pehighesng dan jasa tersebut.

Untuk kepentingan penyusunan Klasifikasi bagi Usibail (UK), Usaha
Menengah (UM) dan Usaha Besar (UB), maka klasifitexsebut dibagi menjadi
9 (sembilan) penggolongan utama (pokok) sektor ekdryang meliputi:

1.Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan

2.Pertambangan dan Penggalian

3.Industri Pengolahan

4 Listrik, Gas, dan Air Bersih

5.Bangunan

6.Perdagangan, Hotel dan Restoran

7.Pengangkutan dan Komunikasi

8.Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

9.Jasa-jasa.

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

Sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan parkarencakup segala
macam pengusahaan dan pemanfaatan benda-bendag-barang biologis
(hidup) yang berasal dari alam untuk memenuhi kéiart atau usaha lainnya.
Kegiatan pertanian ini meliputi usaha bercocok mangengambilan hasil
perkebunan, pemeliharaan dan penggemukan ternakeliparaan dan
penangkapan ikan, pengambilan hasil laut, penelakeya dan pengambilan
hasil hutan lainnya. Termasuk juga kegiatan jasaapian yang sifat
utamanya menunjang kegiatan pertanian atas dastr gembayaran seperti:
pengolahan lahan, pemupukan, penyemprotan hamaewaan alat-alat
pertanian, pengupasan dan pengeringan hasil-reasinan dan sebagainya.

Mengacu pada Klasifikasi sektor di atas, maka cakupubsektor
tersebut meliputi:

. Tanaman Bahan Makanan (Tabama)

. Tanaman Perkebunan

. Perternakan dan hasil-hasilnya

. Kehutanan

Universitas Indonesia
Kebijakan pengurangan..., Anggraini Aj Sitepu, FISIP Ul, 2009



45

. Perikanan.

2. Pertambangan dan Penggalian

Sektor pertambangan dan penggalian meliputi subseknhyak dan gas
bumi, subsektor pertambangan non migas, dan surgedmnggalian. Menurut
konsep Sensus Ekonomi (SE) 200Fertambangan adalah kegiatan
pengambilan bahan tambang berharga dan bernilaioekis dari dalam kulit
bumi, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bdeni di bawah
permukaan air, baik secara mekanis maupun marepérts pertambangan
minyak dan gas bumi, batubara, pasir besi, bijhah, bijih bauksit, bijih
tembaga, bijih emas, perak, bijih mangan, dsb.

Penggalian merupakan kegiatan pengambilan segala jenis béamgpa
unsur kimia, mineral dan segala macam batuan yaegipakan endapan
alam, seperti: penggalian batu gunung, batu kaliu tkapur, koral, kerikil,
batu marmer, pasir, dsb. Tujuan dari kegiatan pdgréangan dan penggalian
ini untuk menciptakan nilai guna dari barang teusebehingga dapat

dimanfaatkan, dijual atau diproses lebih lanjut.

3. Industri Pengolahan
Sensus Ekonomi 2006 mendefenisikendusiri Pengolahan sebagai
kegiatan pengubahan bahan dasar (bahan mentah)adnemarang
jadi/setengah jadi dan atau barang yang kurangpéamenjadi barang yang
lebih tinggi nilainya, baik secara mekanis, kimiagengan mesin ataupun
tangan. Termasuk pula kegiatan jasa industri yaegemma upah maklon.
Produk yang dihasilkan dapat digunakan untuk kepgsm sendiri atau

dijual. Di dalamnya terdapat industri migas maupan migas.

4. Listrik dan Air Bersh
Berikut ini merupakan konsep defenisi sektor LGAs{iik, Gas dan
Air) menurut SE 2006:
a. Listrik mencakup kegiatan pembangkitan transmisi danilulisir
listrik baik untuk keperluan rumah tangga, usahdustri, gedung

kantor pemerintah, penerangan jalan umum, dsb.
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b. Gas mencakup kegiatan pengolahan gas cair, produkksdgagan
karbonasi arang atau dengan pengolahan yang meocagas
dengan gas alam atau petroleum atau gas lainnya,mnyaluran
gas cair melalui sistem pipa saluran kepada runaigga,
perusahaan industri, atau pengguna komersial lainny

c. Air Bersh mencakup kegiatan penampungan, penjernihan, dan
penyaluran air baku atau air bersih dari terminal raelalui
salauran air, pipa atau mobil tangki kepada rumahgda,

perusahaan industri atau pengguna komersial lainnya

5. Bangunan

Bangunan atau Konstruksi, menurut SE 2006, adalah kegiatan
penyiapan, pembuatan, pemasangan, pemeliharaan umaperbaikan
bangunan/konstruksi yang menyatu dengan tempat diédnnya, baik
digunakan sebagai tempat tinggal maupun saranaykirseperti: bangunan
gedung, jalan, jembatan, landasan pesawat terfgag, jembatan kereta api,
terowongan, dsb. Kegiatan perbaikan besar mauptaigan kecil dengan
tujuannya untuk menambah kapasitas, umur maupandali bangunan juga

termasuk kegiatan di sini.

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran

SE 2006 menjabarkan konsep defenisi perdagangael, den restoran

sebagai berikut:

a. Perdagangan adalah kegiatan penjualan kembali (tanpa perubahan
teknis) barang baru maupun bekas, yang melipujupé&n sepeda
motor dan mobil, perdagangan besar dalam negemilagangan
eceran (termasuk penjualan eceran bahan bakar ream)a
perdagangan ekspor, dan perdagangan impor. Baeagd yang
diperdagangkan meliputi barang yang berasal dadyk domestik
maupun yang berasal dari impor. Termasuk juga kagia
perdagangan yang sifatnya hanya sebagai agen {perpsuatu

perusahaan, yang pendapatannya berupa komisi.
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b. Hotel dalam konsep defenisi SE 2006 adalah bagian dgahgan
Usaha Kategori H yaitu penyediaan Akomodasi dany&diaan
Makanan dan MinumPenyediaan Akomodas adalah kegiatan
penyediaan jasa pelayanan penginapan, makan misena, jasa
lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagiansatawh
bangunan, yang pada umumnya dilakukan secara kaers
Termasuk juga dalam penggolongan kegiatan di slalaé hotel
melati, losmen, rumah penginapan dan sejenisnya.

c. Restoran, dalam SE 2006 disebut kegiat&enyediaan Makan
Minum, adalah usaha jasa pangan yang bertempat di selagian
seluruh bangunan permanen yang menjual dan me@an;ji
makanan dan minuman untuk tempat umum di tempdianya,
baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan unpu&ses
pembuatan dan penyimpanan maupun tidak. Penyediean
minum meliputi restoran/ rumah makan, warung makan, kedai
makanan dan minuman, penjual makanan dan minumidmdde

tempat tidak tetap dan jasa boga (katering).

7. Pengangkutan dan Komunikasi
Lapangan usaha Kategori | dalam SE 2006 adalah spoatasi,
Perdagangan dan Komunika$?engangkutan adalah kegitan pemindahan
orang/penumpang dan atau barang/ternak dari sapateke tempat yang lain
melalui darat, air, maupun udara dengan menggunakéangkutan bermotor
maupun tidak bermotor. Termasuk juga di sini kegiajasa angkutan,
pengepakan dan pengiriman barang, keagenan/bijalgrean, serta usaha
persewaan angkutan darat/ air/udara berikut pendjeryeau
. Pergudangan adalah usaha penyimpanan barang di gudang dengan
fasilitas-fasilitasnya, seperti penyimpanan baraladam kamar/
ruangan pendinginc@ld storage) dan gudang barang-barang yang
berada di kawasan berikat.
. Komunikas yaitu usaha pelayanan komunikasi untuk umum baik

melalui pos, telepon, telegraf/telex atau hubungadio panggil
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(pager). Termasuk juga di sini kegiatan pengiriman/perairah

berita (surat) paket dan uang dengan menggunagarp(zs.

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa lpgansdalam SE

2006 dicakup dalam Kategori Lapangan Usaha J (Reeaieuangan) dan

Kategori K (Realestat, Usaha Persewaan dan JassdPean). Kategori J

mencangkup kegiatan perantara keuangan, asuraesg ensiun dan

penunjang perantara keuangan. Sedangkan kategonekcakup kegiatan

realestat, usaha persewaan dan jasa perusahaan.

Perantara Keuangan adalah usaha perbankan baik yang dikelola
pemerintah/swasta seperti bank sentral, bank dewaak
tabungan, bank kredit maupun bank yang melayaniinmhan
cadangan uang dengan surat-surat berharga.

Asurans adalah usaha peransurasian seperti asuransi jiwa,
pelayanan, kecelakaan, kesehatan, barang/bendanli&k dan
surat berharga.

Dana Pensiun, yaitu kegiatan badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan manfaat pansiu
Penunjang Perantara Keuangan adalah kegiatan penyediaan jasa
keperantaraan dalam bidang keuangan, seperti jesanjang

asuransi, dana pensiunm pegadaian, dll.

Lapangan usaha yang dicakup dalam Kategori K yai#lestat, usaha

persewaan dan jasa perusahaan.

Realestat adalah kegiatan pembelian, penjualan, persewaan,
pengoperasian, pengelolaan dan penaksiran bagusgperti
apartemen, bangunan tempat tinggal, dll.

Usaha Persewaan adalah kegiatan penyediaan berbagai macam
barang berwujud seperti alat transportasi, mesirtap@an dan
peralatannya, mesin konstruksi dan teknik sipitasperalatannya,
mesin kantor dan peralatannya dan mesin indusimnya dan

persewaan barang-barang rumah tangga.
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. Jasa Perusahaan mencakup jasa hukum dan notaris, jasa akuntan
dan pembukuan, jasa pengolahan dan penyajian jdatateknik,

arsitektur, jasa periklanan, jasa riset dan jasaspdaan lainnya.

9. Jasa-Jasa
Meliputi kegiatan pelayanan kepada masyarakat ydingukan untuk
melayani kepentingan rumah tangga, badan usaharpgain dan lembaga-
lembaga lainnya. Secara umum kegiatan ini terbéag & (tiga) kegiatan
utama yaitu:
. Jasa sosial dan kemasyarakatan mencakup kegiatan: jasa
pendidikan formal dan informal, jasa kesehatanti@esuhan, dsb.
. Jasa hiburan dan kebudayaan mencakup kegiatan: jasa pembuatan
dan distribusi film, jasa pemutaran film, jasa pamgn radio dan
televisi, tari, musik, dll.
. Jasa perorangan dan rumah tangga mencakup kegiatan: jasa
perbengkelan/ reparasi kendaraan bermotor, jasasiplainnya
(alat elektronik untuk kebutuhan rumah tanggaprs&lecantikan,
dll.
3.1.3 Unit Usaha UMKM
Unit usaha UMKM adalah institusi yang melakukani&&gn ekonomi yang
dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga magpatu badan dan
mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkasmkean lokasi bangunan
fisik dan wilayah operasinya. Berdasarkan penggganomset yang dimiliki
maka terbagi menjadi usaha kecil, usaha menengalusiha besar. Usaha kecil
adalah usaha untuk memproduksi barang atau jasgpumgiad omset penjualan
sebesar satu miliar rupiah atau kurang, sedangkahaumenengah adalah usaha
dalam memproduksi barang atau jasa dan mempunysetgmenjualan lebih dari

Rp1 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

3.1.4 Perkembangan Populass UMKM
Populasi UMKM yang mendominasi total unit usaha roeat kelompok

usaha ini menjadi pemain utama dalam perekonomiasional. UMKM
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menawarkan peluang usaha yang bergelut di skaleomidecil dan menengah.
Bahkan bila diteliti lebih lanjut, kelompok mikraamsgat merajai populasi unit
usaha dengan adanya 49,84 juta dari total 49,845usaha di Indonesia tahun
2007, atau setara dengan 99,99% dari total popusasia.

Jumlah populasi tersebut sungguh fantastis bilardiimngkan dengan jumlah
usaha kecil dan menengah masing-masing sebanyata 2lan 120,3 ribu unit,
serta mengingat populasi UB pada tahun yang samaaha527 unit (0,01%) dari
total unit usaha nasional. Kemudiantry pasar dan ringannya biaya yang
dibutuhkan untuk memulai usaha merupakan dua fakémg atraktif untuk
berkecimpung di skala UMKM.

Ditinjau secara sektoral, populasi UMKM banyak lezax di lapangan
usaha yang berbasis sumber daya alam. Jumlah UMI&Rg ybergelut di
pertanian tahun 2007 mencapai 26,16 juta unit 62 ,%lari total populasi
UMKM, terjadi penurunan jumlah maupun persentasamilingkan tahun 2005
yang mencatat 26,6 juta unit (55,9%); dengan pemncintuk masing-masing
usaha mikro, kecil dan menengah tahun 2007 tercadésing-masing sebanyak
26,15 juta, 4.675 dan 2.304 unit. Jumlah terselrngacil dibandingkan jumlah
unit usaha pertanian tahun 2005 untuk kelompok aisaikro dan kecil masing-
masing 26,26 juta dan 4.858 unit, sedangkan usarzemgah meningkat dari
1.667 unit usaha tahun 2005. Hal ini menunjukkahwza meskipun terjadi
penurunan jumlah UMKM yang bergelut di sektor peiga sebanyak hampir
104.883 unit selama periode 2005-2007, namun tdreabanyak 637 unit usaha
mikro dan kecil yang mengalami kenaikan omset ggjarberpindah kategorinya
menjadi usaha menengah.

Peringkat kedua yang menjadiore business UMKM adalah sektor
perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebanyal J4t® unit (28,1%) dari total
populasi UMKM tahun 2007, lebih tinggi jumlah daargpentasenya dari 12,24
juta unit (26,0%) di tahun 2005; di mana pada 30@Mah usaha mikro, kecil dan
menengah di sektor masing-masing 12,55 juta 1,89dan 75,67 ribu unit usaha,
sedangkan pada 2005 jumlahnya 10,99 juta, 1,18dama63,67 ribu unit usaha.
Relatifnya minimnya, bahkan hampir tidak ada, ragulintuk berkecimpung di

lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran mangadikan sektor ini
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banyak dilirik oleh pengusaha yang bermodal tidaklalu besar serta
berkemampuan bisnis di bawah rata-rata.

Kemudian industri pengolahan menjadi peringkat deetiapangan usaha
yang paling banyak digeluti dengan capaian 3,23 juit (6,5%) dari total
UMKM untuk tahun 2007, meningkat 422,6 ribu unibalding tahun 2005
dengan persentase 5,98 persen; dengan rincianhjyrafaulasi usaha mikro, kecil
dan menengah yang beraktivitas dalam industri gahga tahun 2007 masing-
masing 3,04 juta, 171,07 ribu dan 18,28 ribu usgdangkan tahun 2005
populasinya 2,65 juta, 149,23 ribu dan 15, 01 dbit. Kemudaharentry pasar
dan tiadanya hambatan informasif@rmation barrier) menjadikan sector industri
pengolahan memiliki daya tarik bagi para pelaku WMKSementara itu, sektor-
sektor yang amat tidak diminati UMKM merupakan sektang membutuhkan
modal dan keahlian utama relatif tinggi seperti@egenyedia utilitas listrik, gas
dan air bersih, sektor bangunan, dan sektor peeagan.

Perkembangan UMKM 5 (lima) tahun terakhir ini rélagtabil dalam
rentang pertumbuhan 2,2-5 persen per tahun, depgammbuhan tertinggi
terjadi pada tahun 2005 yang betumbuh 5% dibandimgn sebelumnya. Namun,
bila dilihat ketiga sektor yang menjadore business UMKM, yaitu sektor
pertanian, sektor perdagangan, hotel, restoranse#&tor industri pengolahan,
menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Meskipgektor pertanian
merupakan lapangan usaha utama yang digeluti ojomas pelaku UMKM
namun perkembangannya dari tahun ke tahun semekimaginalkan, terbukti
dari laju pertumbuhannya stagnan bahkan pada dua tgerakhir mengalami
pertumbuhan negatif.

Kemudian pertumbuhan insdustri pengolahan yanggiirtghun 2004
(tumbuh 3,02 persen terhadap tahun 2003) diikutih gbertumbuhan sektor
perdagangan, hotel, dan restoran yang tinggi taB005 (11,75 persen
dibandingkan tahun 2004). Kemudahan memasaitry) pasar dan minimnya
kebutuhan modal menjadikan UMKM amat fleksibel loertg haluan dari satu

lapangan usaha ke lapangan usaha lainnya.
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3.1.5 Penyerapan Tenaga Kerja UMKM

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 tatawnlebih) yang bekerja
atau punya pekerjaan namun sementara tidak be#tarjayang sedang mencari
pekerjaan. Mereka melakukan pekerjaan dengan maksechperoleh atau
membantu memperoleh pendapatan atau keuntungang gadikit 1 jam (tidak
terputus) dalam seminggu (termasuk pekerja yard tiibayar).

Konsentrasi jumlah UMKM yang mencapai lebih dari@3sen dari total
populasi usaha menjadikannya sebagai penyerap eayegia lapangan kerja
terbesar. Sepanjang tahun 2005-2007 UMKM mampu erapyrata-rata 84,2
juta tenaga kerja per tahun atau sekitar 96,7 pedszi total tenaga kerja
nasional, bandingkan dengan UB yang hanya mampyedekan rata-rata 2,8
juta lapangan pekerjaan per tahun atau kurang 4lapersen rata-rata total
lapangan kerja nasional.

Kemampuan UMKM dalam menyerap sebagian besar tet&gga nasional
erat kaitannya dengan struktur pendidikan tenagarikga yang didominasi oleh
buruh berpendidikan menengah ke bawah. Oleh karenaUMKM yang
memiliki teknologi pengolahan yang relatif sedeamenjadi ladang yang subur
dalam menyerap tenaga kerja berpendidikan menekgdawah tersebut. Tidak
diperlukan keahlian dan ketrampilan kerja yang dindalam proses produksi
produk-produk UMKM, sehingga kelompok ini menjaditlgp pengaman untuk
menekan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia.

Sementara itu ditinjau dari sisi sektoral ternysttaktur penyerapan tenaga
kerja UMKM tidak berbeda jauh dengan struktur wsahanya. Tiga sektor yang
menjadicore business UMKM ternyata menyerap tenaga kerja terbanyakuyait
sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel daioraes dan sektor industri
pengolahan. Tahun 2007 sektor pertanian mempekierja2,6 juta pekerja
(46,4%) dari total tenaga kerja UMKM, sedikit memumpersentasenya dari tahun
2005 yang mencatat penyerapan 46,5%; di mana dimigelk usaha mikro
mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dari 318 tahun 2005 menjadi
41,6 juta tahun 2007. Di sisi lain usaha kecil nmgyadn mengalami pengurangan
pekerja masing-masing dari 213.576 dan 794.000adebB5.015 dan 756.343.
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Peringkat kedua sektor penyerap tenaga kerja @rtieabun 2007 adalah
sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mgng&a juta pekerja (25,2%)
dari total tenaga kerja UMKM, sedikit turun persemssenya dibanding tahun
2005 yaitu 25,5%; di mana tahun 2007 usaha mikio kil masing-masing
menyerap 18,4 dan 3,8 juta, serta usaha menengaperap 957.487 pekerja.
Dibandingkan dengan tahun 2005 di mana masing-mdstompok menyerap
17,2 juta, 3,4 juta dan 703.531 pekerja.

Sementara itu sektor industri pengolahan menjatigleat ketiga dalam hal
penyerap tenaga kerja terbesar untuk UMKM dengéarreda penyerapan 11%
per tahun. Pada tahun 2007 sektor ini mampu mepytersaga kerja 10,4 juta
orang (11,4%), sedangkan tahun 2005 menyerap @& §3,1%) dari total tenaga
kerja UMKM. Jika dilihat lebih rinci pada masing-gsuag skala usaha penyerapan
tenaga kerja di industri pengolahan pada tahun Blifi tinggi dibanding tahun
2005, yaitu usaha mikro dari 6,3 juta menjadi 6{8,) untuk usaha kecil dari 1,3

juta menjadi 1,6 juta dan untuk usaha menengahldajuta menjadi 1,99 juta.

3.1.6 Penciptaan Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM

Pada tahun 2007 penciptaan PDB UMKM tanpa migaserkiiakan
meningkat menjadi sebesar Rp2.117,5 triliun dimpada tahun sebelumnya
hanya mencapai 1.782,9 triliun. Sejalan denganngg&atan nominal penciptaan
PDB UMKM ternyata peranannya terhadap PDB totalapgghun 2007 juga
mengalami peningkatan menjadi sebesar 53,6% darb%b3pada tahun
sebelumnya. Peningkatan pangsa UMKM ini akibat dsemakin giatnya
kelompok UMKM, meskipun banyak tekanan terhadapekmmomian nasional
yang cukup potensial mempengaruhi iklim berusahtawih air, seperti antara
lain bencana alam, kenaikan harga BBM akibat kk&iapencabutan subsidi
BBM, selain itu bergesernya pengusaha besar megogadjusaha menengabh.

Laju pertumbuhan PDB (tanpa migas) UMKM memilikjulgpertumbuhan
yang sedikit meningkat. Skala UK (Usaha Kecil) neat pertumbuhan pada
tahun 2007 terhadap tahun sebelumnya sebesar 6a2¥sldala UM (Usaha
Menengah) sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 6,%¥dasigkan skala UB (Usaha

Besar) mencatat laju pertumbuhannya tertinggi yailesar 7,7%. Hal ini
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menunjukkan skala UK dan UM, walaupun pertumbuhanicykup tinggi,
ternyata tumbuhnya masih belum secepat skala UB.

Kemudian apabila PDB tanpa migas dan PDB tanpamart dibandingkan,
tampak bahwa sumbangan laju pertumbuhan UMKM d&&B akan menyusut
rata-rata antara 0,32% setiap tahun. Hal ini kareaktor pertanian yang
merupakan sektor cukup dominan dalam penciptaan tAbja migas, sementara
kemampuan untuk menciptakan nilai kesejahteraan sagman output yang
tercipta cukup rendah dibanding dengan sektor pehgo. Dengan
dikeluarkannya sektor pertanian, maka sektor tersierupakan skala UK yang
paling besar dalam menciptakan nilai tambah bruto.

Dengan keterlibatan tenaga kerja dan pemanfaatamltgi yang relatif
rendah bagi skala UMKM penciptaan PDB masih idedgkgan penumpukan
surplus usaha, mengingat lebih dari 58% nilai tambgng dihasilkan
terakumulasi dalam surplus usaha. Sementara itinakempemanfaatan tenaga
kerja dan teknologi sudah mulai ditampakkan.

Membaiknya keadaan juga memotivasi masyarakat untulai kembali
melakukan kegiatan usahanya. Hal ini tampak jelasaphampir seluruh
kelompok usaha yang terus meningkat populasinyda Rehun 2005 total jumlah
unit usaha adalah 47,02 juta unit dan pada tah0O@ Bertambah menjadi 49,85
juta unit, di mana dari jumlah tersebut 99% lebdrusaha di skala UMKM.
Sementara pada tahun 2007 jumlah tenaga kerja ydeasgap oleh UMKM
mencapai lebih dari 83,59 juta orang dan sekitad 4®rsennya berada pada
sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan paikan

Secara agregat, ada peningkatan produktivitas pet wsaha yang
dihasilkan oleh masing-masing kelompok meskipunurelsignifikan. Pada
kelompok UK naik dari 22,36 juta per unit usahautaB005 menjadi Rp30,1 juta
pada tahun 2007. Begitu juga skala UM mengalaminggatan dari Rp4,2 miliar
di tahun 2005 menjadi Rp5,2 miliar tahun 2007. ®gHlan peningkatan
produktivitas per tenaga kerja terjadi kelompok {Hdtu dari Rp13,3 juta rupiah
pada tahun 2005 menjadi 17,2 juta tahun 2007. Damigula kelompok UM
pada periode yang sama mengalami peningkatan predak per tenaga kerja
masing-masing Rp100,9 juta per tahun 2005 dan RA33®& per tahun 2007.
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Bersamaan dengan itu pula perhatian pemerintah ygaaza pemberdayaan
ekonomi kerakyatan dirasakan semakin meningkatiktikean dengan banyaknya
program maupun kebijakan dalam merespon kinerja tii0 UM dalam
penciptaan ekspor. Pada tahun 2007 ekspor tanpasrgcara nominal sebesar
Rp713,4 triliun atau meningkat sebesar 17,5% tegmathhun sebelumnya.
Peningkatan ekspor tersebut disebabkan hampir ldrube sektor meningkat
nominalnya sedangkan apabila dilihat secara paggsakspor UMKM terhadap
total ekspor nonmigas menunjukkan kondisi yangktidagitu menggembirakan
yaitu 21,9% di tahun 2002 menjadi 20% di tahun 20®&hurunan pangsa pasar
UMKM terhadap ekspor nonmigas menunjukan kurangdksiinya pemerintah
dalam mendorong daya saing ekonomi rakyat terut&ivKM ke kancah

internasional.

3.2 Pengertian dan Batasan Pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008

Berdasarkan Pasal 31E, yang menjadi subjek pajalaladVajib Pajak
badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampgamérp50.000.000.000,-
(lima puluh miliar rupiah). Apabila Wajib Pajak menuhi kriteria tersebut maka
akan memperoleh fasilitas berupa pengurangan sebesar 50% (lima puluh
persen) dari tarif PPh Pasal 17 (28%) yang dikemadas Penghasilan Kena
Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan8&p8€00.000,- (Empat
miliar delapan ratus juta rupiah).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, menjelaskarh |&mjut kriteria
UMKM yaitu:

1. Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik orareyogpangan dan

atau badan usaha perorangan yang memenuhi kstdvggai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000,000(lima
puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan banguempat usaha;
atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp800.000,00
(tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yanglibesendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usalmy Yakan
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merupakan anak perusahaan atau bukan cabang pEOsafang

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langgumaupun tidak

langsung dari usaha menengah atau usaha besamgangnuhi kriteria
sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000(0fha puluh
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5000@@000 (lima
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan banguepat usaha;
atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp3@M®O0,00 (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak.B@02000.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif pandjri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perseorangan atau basamauyang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahagndiyailiki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maumak langsung
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan juneledy&an bersih
atau hasil penjualan tahunan, dengan kriteria selegikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.0@0(@ma ratus
juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 100@@0000,00
(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dangbaan tempat
usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 225110.000,00
(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengafing banyak
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Kriteria tersebut merupakan acuan untuk menentamkah Wajib Pajak

tersebut tergolong ke UMKM atau tidak. Kemudianikadrini akan disajikan
skema dari Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36 Tab08.2
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Gambar 3.1 Skema Pasal 31E UU Nomor 36 Tahun 2008

| > Rp50 miliar

PPh terutang = 28% x PKP

< Rp4,8 miliar

PPh terutang = 28% x 50% X PKP

| >Rp4,8 miliar-Rp50 miliar

Fasilitas PPh = Rp4,8 miliar x PK X 28% x 50%
P.Bruto sebenarnya

Fasilitas Non PPh = | PKP - Rp4,8 miliar x PKP
P.Bruto sebenarnya _

X 28%

PPh terutang=1+ 2

Sumber: Hasil Olahan Peneliti berdsarkan Pasal 31E Undangiyhiamor 36 Tahun 2008.

Berdasarkan skema di atas, berikut ini akan digajikontoh kasus dan

perhitungan dari penjelasan Pasal 31E Undang-UnNantpr 36 Tahun 2008.

1.

PT A merupakan WP dalam negeri. Peredaran brutg gé#rasilkan
PT A dalam Tahun Pajak 2009 sebesar Rp60.000.0D0.d@ngan
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp20.000.000.000red8ean bruto
yang dihasilkan PT A > Rp50.000.000.000,- maka &eseluruhan
PKP PT A tidak mendapat fasilitas pengurangan tseliesar 50%

sehingga perhitungan pajak yang terutang adaledgaeberikut:
PPh terutang = Tarif (28%) x Penghasilan Kena P@&iP)
= 28% x Rp20.000.000.000,-
= Rp5.600.000.000,-
Jadi, karena PT A memiliki peredaran bruto > Rp80.000.000,-

maka tarif yang digunakan adalah tarif Pasal 17uy28%, sehingga

PT A membayar pajak terutang sebesar Rp5.600.000.00
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PT B merupakan WP dalam negeri. Peredaran brutg gdrasilkan
PT B dalam Tahun Pajak 2009 sebesar Rp4.800.000.0@bgan
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp1.500.000.000,d&3arkan kasus
tersebut peredaran bruto PT B berada di bawah B@8@00.000,-,
maka secara otomatis PT B akan mendapatkan pemurtard.
Kemudian jumlah peredaran bruto yang dihasilkarh ¢td B tidak
melebihi Rp4.800.000.000,- maka seluruh Penghadflana Pajak
(PKP) PT B tersebut akan dikenakan tarif 50% lebitdah dari tarif
PPh badan yang berlaku sehingga pajak yang teratiagh:

PPh terutang = Tarif (28%) x 50% x PKP

28% x 50% Rp1.500.000.000,-

Rp210.000.000,-

Jadi, pajak yang terutang yang wajib dibayarkarh @& B adalah
sebesar Rp210.000.000,-

PT C merupakan WP dalam negeri. Peredaran brutg gidrasilkan
PT C dalam Tahun Pajak 2009 sebesar Rp6.000.000.666gan
Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp1.500.000.000,d&arkan kasus
tersebut peredaran bruto PT C berada di bawah B@®G000.000,-,
maka secara otomatis PT C akan mendapatkan pemutanita Jumlah
peredaran bruto yang dihasilkan oleh PT C beradandsange >
Rp4.800.000.000,- sampai dengan Rp50.000.000.6@¢ka sebagian
dari PKP akan mendapatkan fasilitas pengurangaesaetb0% lebih
rendah dari tarif PPh badan dan sebagian mendaifa{28%). Dalam
perhitungannya mendapat perhitungan yang terpiaéh gntara yang
mendapat fasilitas maupun yang tidak mendapaitéesil
1. PPhyang mendapat fasilitas:
Rp4.800.000.000,- x PKP x 28% x 50%
Peredaran bruto PT C
= Rp4.800.000.000,- x Rp1.500.000.000,- x 14%
Rp6.000.000.000,-
= Rp168.000.000,-
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2. PPhyang tidak mendapat fasilitas:
PKP — _Rp4.800.000.000,-x PKP x 28%
Peredaran bruto PT C
=Rp1.500.000.000(-) Rp4.800.000.000Rp1.500.000.000 x 28%
Rp6.000.000.000,-
= (Rp1.500.000.000,- (-) Rp1.200.000.000,-) x 28%
= Rp300.000.000 x 28%
= Rp84.000.000,-
PPh terutang = PPh fasilitas + PPh yang tidak mendapat fasilitas
= Rp168.000.000,- + Rp84.000.000,-
= Rp 252.000.000,-

Berdasarkan simulasi perhitungan di atas, dapataliki bahwa pada kasus

PT B dan PT C yang memiliki Penghasilan Kena Pajakg sama, namun

dihasilkan pajak terutang yang berbeda.
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BAB 4
ANALISISKEBIJAKAN PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN PADA WAJIB PAJAK BADAN UMKM DITINJAU DARI
ASASKEADILAN

4.1 Latar Belakang Pengurangan Tarif PPh Badan Sebesar 50% Bagi

Wajib Pajak Badan Usaha Mikro Kecil M enengah (UMKM).

Pada awal tahun 2009 merupakan perubahan baruVtaiip Pajak baik
Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribidel.tersebut dikarenakan
adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 36 Tah®@8 2&ntang Pajak
Penghasilan, di mana undang-undang tersebut menpmubahan keempat dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

Banyak hal yang menarik bagi Wajib Pajak denganerthlkukannya
undang-undang tersebut, baik dari penurunan taeraikan batasan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP), sumbangan yang dapat \diken sampai kepada
fasilitas atau insentif yang diberikan melalui pgsssal tertentu. Dapat dikatakan
bahwa undang-undang tersebut bersifaisiness friendly artinya banyak
kemudahan yang diberikan pemerintah dalam menduliagb Pajak baik
Wajib Pajak badan maupun Wajib Pajak orang pribadi.

Fasilitas yang diberikan oleh pemerintah melaluiang-undang tersebut
diberikan pada subjek pajak tertentu atau kegigtentu. Fasilitas yang
disediakan tidak serta merta dapat dinikmati olelurah Wajib Pajak. Seperti
yang diungkapkan oleh salah seorang Wajib Pajakarbaghitu (Aminarso,
wawancara, 22 Mei 2009):

“Jadi, yang namanya fasilitas biasanya diberikdek&& Pertama

diberikan kepada subjek pajak terteredug atas aktivitas tertentu
atau dilakukan di daerah tertentu dan kemudian atgek-objek

tertentu.”

Salah satu bentuk fasilitas yang diberikan pemahmirkepada Wajib Pajak
khususnya Wajib Pajak badan terdapat dalam PasBkl. ®hsal tersebut
merupakan pasal yang baru di dalam Undang-UndangoN@6 Tahun 2008
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karena dalam undang-undang sebelumnya tidak pemehgatur tentang

pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan.

Secara jelas dikatakan dalam undang-undang terbelbwia diantara Pasal
31C dan Pasal 32 disipkan 2 (dua) pasal, yaknilBag€adan Pasal 31E. Di mana
Pasal 31D berisi ketentuan mengenai perpajakanbidang usaha pertambangan
minyak, gas bumi dan bidang usaha berbasis sygaiafy diatur dalam Peraturan
pemerintah, sedangkan Pasal 31E merupakan pasagl iyemgatur tentang
fasilitas bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Fasilitas yang diberikan dalam Pasal 31E ini bepgragurangan tarif Pajak
Penghasilan sebesar 50% dari tarif Pasal 17. $epketahui dalam Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasdaf pada Pasal 17
atau tarif umum yang berlaku menjdtiit sebesar 28%. Tarif tersebut berbeda
dengan undang-undang yang lama yaitu Undang-UnNangor 17 Tahun 2000,
undang-undang tersebut mengatur tentang tarif esddvagi Wajib Pajak badan.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa t@sitidak dapat dinikmati
oleh seluruh subjek pajak. Oleh karena itu, dalasilifas ini juga diberikan
batasan atau syarat. Batasan atau syarat yangnpeytatu yang dapat menikmati
fasilitas ini hanya Wajib Pajak badan dalam nedé&mudian syarat yang kedua,
Wajib Pajak badan tersebut memiliki peredaran bsatopai dengan Rp50 miliar.
Bagi Wajib Pajak badan yang memiliki peredaran drdi atas Rp50 miliar
tentunya tidak akan dapat menikmati fasilitas teusesehingga akan dikenakan
tarif umum yaitu tariflat sebesar 28%.

Pada Pasal 31E tidak dijelaskan secara langsungvabdhsilitas ini
diberikan kepada UMKM, syarat fasilitas tersebiifiebersifatgeneraldan luas
yaitu untuk semua Wajib Pajak badan dalam nedeimun, batasan peredaran
bruto atau omset sebesar Rp50 miliar tersebut diadasi ketentuan yang
mengatur tentang UMKM. Ketentuan tersebut yaitu &hgdUndang Nomor 20
Tahun 2008, dalam undang-undang tersebut dijelafiedwa batasan Rp50
miliar merupakan batasan dari badan usaha yangediiakan sebagai UMKM.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi PenatBexpajakan PPh Badan II
Direktorat Jenderal Pajak (Wahyu Santoso, wawan&avéei 2009).
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“Batasan peredaran bruto yang terakhir dari Usalendvigah itu
adalah Rp50 miliar, jadi kita patokin aja di bawRb50 miliar. Jadi,
sebenarnya ini lebih luas dari UMKM, yang pentingrgdaran
brutonya di bawah Rp50 miliar masuk. Akan tetapimaeg awalnya
untuk UMKM. Jadi, semua UMKM pasti masuk, di lua¥ikiM tetapi
masih di bawah Rp50 miliar, maka masuk juga.”

Walaupun bersifageneral dan luas, pada awalnya kebijakan ini memang
ditujukan untuk UMKM, hanya saja tidak tertulis aex langsung dalam Pasal
31E. Hal ini dikarenakan agar tercipta fleksibsitaindang-undang apabila
sewaktu-waktu ketentuan tentang UMKM mengalami pahan. Misalnya
ketentuan mengenai batasan omset atau peredarém lmtuk UMKM yang
semula Rp50 miliar tiba-tiba berubah menjadi RpI0iliar, maka Undang-
Undang PPh tetap fleksibel dan tidak dilakukan Ipahan. Seperti yang
dikemukakan kembali oleh Kepala Seksi Peraturampdfakan PPh Badan I
Direktorat Jenderal Pajak, berikut ini (Wahyu Saatavawancara, 8 Mei 2009):

" Kalau kita mengatur UMKM dalam kebijakan ini, &attiba undang-

undang ini berubah nanti di UU PPh juga akan bdridaen. Jadi, kita

kasih yanggeneral tanpa menyebutkan itu UMKM. Kalau terjadi

perubahan di Undang-Undang UMKM kita tidak perlungaebah UU
PPh kan.”

Apabila Undang-Undang UMKM mengatur adanya perubahmeengenai
besarnya batasan peredaran bruto maka pemerintpht d®cara fleksibel
menyamakan jumlah peredaran bruto tersebut karestelain ayat 2 (dua) dalam
Pasal 31E ini menjelaskan bahwa besarnya peredat#n dapat dinaikkan
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Oleh kamenbatasan Rp50 miliar
tersebut dapat saja naik apabila terdapat perubaladam Undang-Undang
UMKM. Seperti yang dikemukakan oleh Drajat H Wibgwoerupakan Komisi
XI DPR RI yaitu (Wawancara, 6 Mei 2009):

“Kemudian ini di ayat 2 nya, dikatakan besarnyaegaran bruto itu,

atau bagian peredaran bruto itu bisa dinaikkan @enBeraturan

Menteri Keuangan. Artinya nanti kalau pemerintahg/akan datang

berpikir bahwa UMKM ini perlu diperkuat lagi, makdia akan

menaikkan menjadi Rp10 miliar misalkan. Dengan demnij lebih

banyak lagi UMKM yang masuk dalam sistem pajak. afag
diuntungkan dan UMKM nya juga diuntungkan.”

Adanya pengaturan yang fleksibilitas dalam Undamgidhg PPh
tersebut, menurut peneliti merupakan kebijakan ybaik. Hal tersebut
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dikarenakan setiap tahunnya adanya peningkatanulprddmestik bruto,
sehingga batasannya juga akan meningkat. Selain pkukembangan
UMKM semakin pesat setiap tahunnya. Apabila tidala dleksibilitas
dalam undang-undang maka dikuatirkan ketika pessdbruto meningkat,
Undang-Undang PPh harus diamandemen untuk meniasuaengan

peningkatan peredaran bruto tersebut.

411 Latar Belakang Penerbitan Pasal 31E Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Setiap kebijakan yang diterbitkan pada dasarnya ilikeratar belakang
tertentu. Artinya ada alasan mengapa kebijakarelbetsdiatur dan diterapkan
bagi Wajib Pajak yang dituju. Sama halnya denganjdean Pasal 31E, berupa
pengurangan tarif PPh badan yang ditujukan kepadigNA.

UMKM merupakan Wajib Pajak badan yang memiliki otrdiebawah Rp50
miliar per tahun. Dengan kata lain, UMKM ini teidilari badan usaha yang kecil
sampai badan usaha menengah. Apabila suatu baalaa mremiliki omset di atas
Rp50 miliar maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pdjaklan tersebut sudah
dikategorikan menjadi usaha besar.

Sebelum Undang-Undang PPh menjadi undang-undang diaerlakukan,
dulunya diusulkan bahwa akan terdapat tarif khususik UMKM tersendiri.
Agar perusahaan yang termasuk ke dalam golongaengeh ke bawah tersebut
dapat lebih maju dan berkembang pesat. Hal terselikkgmukakan oleh
Rachmanto Surahmat, merupakan praktisi perpajakamwancara, 14 Mei 2009).

“Sebetulnya hal tersebut merupakan kompromi. SetelilJ PPh
menjadi undang-undang diusulkan ada tarif khususikut/MKM.

Karena dengan begitu kan perusahaan yang keciriijdan untuk
maju dan lebih berkembang lagi.”

Pengaturan tarif khusus ini ditujukan agar UMKM gamerupakan salah
satu fondasi perekonomian di Indonesia dapat béhnpesat. Di mana UMKM
sendiri berperan sebagai lapangan usaha yang dagraterap banyak tenaga
kerja. Oleh karena itu, fasilitas berupa pengurangaif bagi UMKM layak
diberikan. Seperti yang diungkapkan oleh Direktaydnan Bisnis UMKM
KADIN, yaitu (Harmon Bernawi Thaib, wawancara 18 igta2009):
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“Data menunjukkan dari tahun ke tahun meningkatal{@aya pakai
data pemerintah mengatakan bahwa jumlah unit usaeapai 49
juta, 99,98% itu adalah UMKM. Jumlahnya dari tahke tahun
bertambah, misalnya dalam keadaan sulit maka baoyakg yang
akan di PHK, maka orang-orang tadi masuk ke duseha.”

Melalui Pasal 31E ini, fasilitas terhadap UMKM whsit diaplikasikan,
dengan memberikan pengurangan tarif sampai den@&hn ®i samping itu,

terdapat latar belakang mengapa kebijakan ini dédhan yaitu:

a. Mengembangkan dan M emajukan UMKM

Berdasarkan data statistik bahwa peningkatan UMKMup pesat setiap
tahunnya, sehingga dapat dikatakan bahwa UMKM damgaperan dalam
meningkatkan perekonomian. Oleh karena itu, daifirgigulasi dan perpajakan
mendukung perkembangan UMKM tersebut.

Selama ini, bantuan yang diberikan pemerintah teEghaUMKM adalah
bantuan dalam bentuk modal dan teknologi. Namun,sikE perpajakan bantuan
tersebut baru terlihat dengan hadirnya Pasal 31Edinmana dengan adanya
pengurangan tarif pajak maka secara tidak langqergn pemerintah dalam
mendukung UMKM menjadi bertambah. Seperti yang gkapkan oleh Direktur
Layanan Bisnis UMKM KADIN (Harmon Bernawi Thaib, wancara, 18 Maret
20009).

“Mulai dari tahun 1970-an ada kredit candak kuls&mpai sekarang
semua pendekatannya masih modal. Belum berkembangr&h
pendekatan yang lain. Kelemahan UMKM secara umunmang
faktor modal yang paling lemah. Begitu pula dengdaantuan
teknologi.”

Seperti yang telah diungkapkan bahwa pajak merupgpleadekatan lain
yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan damgambangan UMKM
tersebut. Pajak merupakan sebuah instrumen yamgtsarempengaruhi sebuah
badan usaha. Di mana kebijakan dalam perusahaang séali harus
memperhatikan aspek pajak yang terkait. Khususrgdam usaha UMKM,
apabila tidak ada dukungan pemerintah melalui p#gakadap usaha tersebut
maka dikhawatirkan instrumen pajak dapat menghamegtumbuhan UMKM.
Ketika pertumbuhan UMKM menjadi lesu maka secardaki langsung
pertumbuhan dalam perekonomian juga akan turunh Gdrena itu, dapat

dikatakan salah satu aspek yang mendukung lajwmpbrtthan UMKM adalah

Universitas Indonesia
Kebijakan pengurangan..., Anggraini Aj Sitepu, FISIP Ul, 2009



65

fasilitas yang diberikan pemerintah melalui pajélial tersebut juga dipaparkan
oleh Kepala Seksi Peraturan Perpajakan PPh Badamelktorat Jenderal Pajak
(Wahyu Santosa, wawancara, 8 Mei 2009).
"Kebijakan ini untuk prioritas ke UMKM, terlebih pa
pengembangan UMKM. Fasilitas itu bertujuan untulkngembangkan
UMKM. Jadi, pajak mempunyai fungsi sebagai mengalam salah

satu implementasi juga. Jadi, di mana dengan ms&nupajak kita
dapat meningkatkan UMKM itu sendiri.”

Pada dasarnya instrumen pajak merupakan hal yamgingedalam
mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Menysaneliti,
pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif PRiahdkebijakan yang tepat
ditengah perkembangan perekonomian yang sangakufiguoleh hadirnya
eksistensi UMKM.

b. UMKM Mudah M endapatkan M odal

Salah satu kelemahan dari UMKM adalah dalam haldaeatkan modal.
Padahal, modal digunakan untuk mengembangkan UMHKMdtika modal
bertambah maka diharapkan peredaran bruto UMKM jogdambah. Modal
biasanya berbentuk bantuan dari pemerintah ataymjaman melalui kredit
bank. Namun, tidak jarang UMKM mengalami kesulidadam hal melakukan
kredit modal kepada pihak perbankan sehingga hsehhet menjadi masalah yang
mendasar dalam pembinaan UMKM di Indonesia.

Banyak UMKM yang masih dianggapankable atau belum dipandang
“layak” untuk menerima kredit perbankan. Hal ininithi dari kemampuan
menyusun proposal sampai ke profesionalisme mameseumtuk memperoleh
pinjaman. Saat ini pihak perbankan juga memintayaeatan yang lebih lanjut
untuk mendapatkan pinjaman yaitu UMKM harus memMNkmor Pokok Wajib
Pajak (NPWP). Namun, pada umumnya UMKM masityganuntuk masuk ke
dalam sistem perpajakan. Hal tersebut dikarenaistens perpajakan yang rumit
dan dianggap dapat menghambat UMKM itu sendiri.aBad dengan adanya
NPWP diharapkan UMKM dapat dengan mudah menerimdafratari perbankan
dan mendapatkan fasilitas lainnya. Seperti yangqigkapkan oleh Drajat H
Wibowo, merupakan Komisi XI DPR RI (Wawancara, 6i2@09).
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“...banyak UMKM yang tidak masuk sistem perpajakzada saat
sekarang. Banyak yang tidak masuk sistem perpagikaana mereka
tidak mempunyai NPWP dan sebagainya. Selain itaktiothgus dari
sisi kenegaraan, mereka juga akan sulit mendapatwaoagai fasilitas
ataupun pekerjaan.”

Selain itu, keinginan pemerintah untuk meningkatkp@ngembangan
UMKM tercermin melalui kebijakan Pasal 31E. Pasabébut mengatur batasan
peredaran bruto yang disediakan pemerintah untuidapatkan fasilitas ini lebih
tinggi yaitu sampai dengan Rp50 miliar sehinggagdenselang yang cukup
tinggi tersebut, UMKM tidak segan untuk masuk k&tesn perpajakan. Apabila
UMKM masuk ke dalam sistem perpajakan maka UMKMeaéut akan mendapat
fasilitas pengurangan tarif pajak. Oleh karenabghan UMKM untuk masuk ke

dalam sistem perpajakan akan berkurang.

Dengan demikian melalui Pasal 31E ini, diharapkanjembatani Wajib
Pajak badan khususnya UMKM dapat masuk ke dalaiensiperpajakan. Ketika
sudah memiliki NPWP dan masuk ke dalam sistem pstpa, UMKM dapat
memperoleh kredit dari bank dengan mudah. UMKM jdgpat bersaing untuk
mendapatkan proyek-proyek yang diselenggarakanpseterintah. Seperti yang
diungkapkan oleh Drajat H Wibowo, Komisi XI DPR RilNawancara, 6 Mei
20009).

“...untuk memperoleh fasilitas Bank kan mereka samempunyai
NPWP. Kemudian misalnya terdapat proyek ini-itui ggamerintah,
maka mereka juga harus punya NPWP.”

Di samping itu, DPR menganggap kebijakan Pasal BiEmerupakan
kebijakan yang afirmatif atau keberpihakan kepadaial bisnis khususnya
UMKM. Untuk itu dibentuklah kebijakan Pasal 31E mgar UMKM tersebut
mendapat fasilitas dan mudah bertumbuh menjadi &J8a&sar. Kemudian DPR
juga mendorong kebijakan ini dapat dilaksanakanr afigkungan terhadap
UMKM bukan sekedar wacana. Hal tersebut diungkapdanbali oleh Drajat H
Wibowo, Komisi XI DPR RI (Wawancara, 6 Mei 2009).

“Jadi ini bagi DPR adalah kebijakan afirmatif untakenunjukkan

keberpihakan kepada UMKM, karena selama ini kaa ge&mbar-

gemborkita pro UMKM, kita dorong UMKM, akan tetapi terata

UMKM tetap saja tidak dapat kredit. Tidak dapailf@s proyek dari
pemerintah dan tidak dapat tender dari pemerintah.”
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Menurut peneliti, sudah selayaknya pemerintah miemay pertumbuhan
dunia usaha, karena dunia usaha sangat berpean gahingkatan penerimaan
negara terkhusus dari pajak. Begitu pula dari disiia usaha, dalam hal ini
UMKM sebaiknya turut serta dalam meningkatkan dienjadi sebuah badan
usaha yang besar. Salah satu cara menjadi badaa ysag besar adalah dengan
memiliki NPWP, ketika sudah memiliki NPWP UMKM akdebih mudah
melakukan peminjaman modal. Begitu pula dengan gk-gyoyek yang

disediakan pemerintah kepada UMKM.

4.1.2 Latar Belakang Pengurangan Tarif PPh Sebesar 50% Dari Tarif PPh
Pasal 17

Penetapan tarif dalam sebuah undang-undang mempalksil dari
kebijakan. Hal yang tidak terlepas dari kebijakars¢but adalah unsur politik
atau yang disebut dengan kompromi politik. Kebifakarbentuk melalui proses
yang panjang, mulai damput yaitu masukan dari berbagai pihak yang memiliki
kepentingan terhadap kebijakan tersebut kemudi&antpulkan dalam Daftar
Inventaris Masalah (DIM), setelah itu diproses opembuat kebijakan. Proses
kebijakan tersebut melalui jalan tengah yang diplean tidak merugikan berbagai
pihak.

Kompromi politik tersebut akhirnya menetapkan sébkabijakan yang
dibentuk menjadi sebuah undang-undang. Misalnyagyrangan tarif pada Pasal
31E ini merupakan hasil kompromi politik, di maidak ada kajian secara ilmiah
namun yang dipertimbangkan adalah untung dan ragi sebuah kebijakan
tersebut. Pengurangan tarif sebesar 50% dari BPHi Pasal 17, juga tidak
memiliki perumusan secara hitung-hitungan namuahtelianggap cukup maka
angka 50% tersebut menjadi patokan untuk pengurategd PPh pada Wajib
Pajak badan UMKM. Hal tersebut diungkapkan olehj&rel Wibowo, Komisi
XI DPR RI (Wawancara, 6 Mei 2009).

“Kalau itu kita tidak ada kajian yang ilmiah dantale Tetapi dalam
perumusan undang-undang itu ada kompromi poliakii,Jselalu ada
high costdan low cost kemudian kita ketemu dan itu kompromi.
Sehingga hal tersebut dihasilkan dari kompromitolipemerintah
merasaenggaksiap kalau penurunannya lebih besar sedangkan DPR
ingin penurunannya lebih besar. Jadi, DPR dari sefmaksi pada saat
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itu ingin lebih besar, tetapi pemerintah tidak diapena berpengaruh
terhadap penerimaan negara. Sehingga akhirnyaatidhg<ompromi
politik, angka 50% dan Rp4,8 miliar ini merupakaasih dari
kompromi politik.”

Hal tersebut kembali ditegaskan oleh pihak pelakdabijakan yaitu pihak
Kepala Seksi Peraturan PPh badan Il Direktur Jahdeajak, yaitu (Wahyu
Santosa, wawancara, 8 Mei 2009):

“Kalau persentase itu kan pilihan kebijakan pemaltinjadi yang jelas

telah melalui pertimbangan di mana nilai persentageip memberi

fasilitas itu. Untuk persentasenya hanya 10-20% gkinn dirasa
kurang. Rumus baku dari perhitungan itu sendirakichda, karena

angka tersebut merupakan pilihan kebijakan. Kedikarikan 50% itu
cukup memberikan stimulus tersebut.”

Di samping itu, pemerintah juga melihat kebijakarubahan tarif yang
telah dilakukan melalui Pasal 17 Undang-Undang Nor@6 Tahun 2008.
Sebelum diberlakukannya undang-undang tersebut naaiaPasal 17 Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2000 bersifat progressif. teéadebut dapat dilihat

melalui perubahan tarif progressif menjadi tdat melalui tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Perubahan Tarif PPh Pasal 17

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000ndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Lapisan Kena Pajak Tarif Lapisan Kena Pajak Tarif Pajak
Pajak
Sampai dengan 10% -

Rp50.000.000,- (Lima Puluh
Juta Rupiah)

Di atas Rp50.000.000,- (Lima 15% - Tarif Tunggal
Puluh Juta Rupiah) s.d menjadi
Rp100.000.000,- (Seratus Jyta 28%
Rupiah)

Di atas Rp100.000.000,- 30% -

(Seratus Juta Rupiah)

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan UU Nomor 17 Taht® @n UU Nomor 36 Tahun
2008 tentang PPh.
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Berdasarkan tabel di atas, terjadi perubahanR&if Pasal 17. Sebelumnya
diatur mengenai Lapisan Kena Pajak, namun dendaerldkukannya Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2008, tarif berubah menijkdiyaitu sebesar 28%.
Dengan kata lain, tidak ada lagi Lapisan Kena Pdalabila tarif 28% dikenakan
kepada seluruh Wajib Pajak badan termasuk UMKM makgib Pajak badan
yang kecil maka akan merasa terlalu berat untukamggung tarif sebesar 28%.

Misalkan sebelum diberlakukan Undang-Undang Non®rTahun 2008,
Wajib Pajak badan dikenakan tarif PPh badan pagaséda Kena Pajak yang
pertama dengan tarif 10%. Namun, diberlakukannydadg-Undang PPh yang
baru maka Wajib Pajak badan tersebut pada tahud@kh dikenakan tarif 28%.
Tentunya terdapat kenaikan sebesar 18%. Di manalaéinajib Pajak tersebut
hanya dikenakan tarif 10% namun sekarang dikentk#r28%.

Sama halnya jika Wajib Pajak tersebut juga beraaland Lapisan Kena
Pajak yang kedua yaitu sebesar 15% maka Wajib Raja&but pada tahun 2009
akan dikenakan sebesar 28%, sehingga terdapat kkenasebesar 13%.
Sedangkan Wajib Pajak badan yang dikategorikanbARgjak badan besar yang
dikenakan pada Lapisan Kena Pajak ketiga yaitu 308da tahun 2009 akan
dikenakan pajak 28% sehingga terdapat penurundrseédresar 2%. Hal tersebut
tentunya tidak adil bagi Wajib Pajak badan yanglk&ileh karena itu dengan
diberlakukannya Pasal 31E ini merupakan salah sksan pemerintah untuk
mengantisipasi atau melindungi Wajib Pajak badargyeecil tersebut atau yang
tergolong sebagai UMKM.

Pengurangan tarif sebesar 50% digunakan untuk nmhbhgegkan
perubahan tarif yang cukup signifikan tersebut. ¥n§0% diharapkan mencapai
titik tengah dari perubahan tarif yang semula pesgif menjadiflat. Misalkan
pada Wajib Pajak badan tarif umum adalah sebe%ard#h akan turun menjadi
25% di tahun 2010, pada UMKM akan diberikan fesdlisebesar 50%. Jadi, pada
tahun 2009 UMKM tersebut akan dikenakan tarif seb&)% dari tarif umum
yaitu sebesar 14% di tahun 2009 dan 12,5% untuint@d10.

Berdasarkan perhitungan tarif tersebut maka Wajgtpak badan yang
semula dikenakan tarif 10% akan mengalami kenatkaih tidak terlalu tinggi
sekitar 4% di tahun 2009 dan 2,5% di tahun 201@i Béajib Pajak badan yang
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semula dikenakan tarif 15% maka akan mengalamirpean tarif sebesar 1% di
tahun 2009 dan sebesar 2,5% di tahun 2010. Olem&atu, diharapkan melalui
kebijakan pengurangan tarif sebesar 50% tidak meatkeen UMKM dan
pembayaran pajaknya tidak terlalu melonjak tinddml tersebut dikemukakan
oleh Wahyu Santosa, Kepala Seksi Peraturan PegrafaRh badan Il Direktorat
Jenderal Pajak sebagai berikut (Wawancara, 8 M¥)20

“Kita melihat ke depan, karena melihat UMKM bukam WUsaha
Besar) maka dikurangi tarif sebesar 50% dari tasilini maka bisa
menjadi 12,5%. Kalau dia berada pada lapis yand &t 10% tadi
masih harus nambah 2,5%, jadi tidak terlalu béMamun, kalau dia
sudah mencapai 15% maka tarif tersebut menjadntutadi ada titik
tengahnya, nah kenapa angka 50% itu tadi munclahitdisamping
ada pilihan kebijakan tadi dan supaya didapat arigkla Di mana
pembayaran pajaknya tidak akan melonjak terlalygiin

Pengurangan tarif 50% tersebut dinilai tepat unncapai titik tengah
dari perubahan tarif progressif menjadi tdkdt. Oleh karena itu, UMKM tidak
dikenakan tarif tunggal yang begitu tinggi dan &pen tujuan pemerintah dalam
rangka memberikan stimulus agar UMKM dapat masuk dedam sistem
perpajakan. Menurut peneliti adanya penurunan tarimenjadi hal yang baik
bagi UMKM. Namun, bagi UMKM yang dulunya berada @ddrif 10% sekarang
dikenakan tarif 14% tentunya hal ini tidak adil be®/ /KM tersebut. Hal ini pada

dasarnya dikarenakan adanya perubahan tarif psijnresnjadi tarifflat.

4.2 Latar Belakang Pengurangan Tarif PPh Badan UMKM dihitung

Berdasarkan Peredar an Bruto.

Kebijakan pengurangan tarif PPh pada Pasal 31E ngndadang Nomor
36 Tahun 2008 dinilai sebagai kebijakan yang bitulai dari Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor hwi2000, tidak ada
satu pasal pun yang pernah mengatur mengenai @erygur tarif bagi Wajib
Pajak badan khususnya UMKM. Hal yang menarik daRasal 31E ini adalah
pengurangan tarif sebesar 50% tersebut berdasankset atau peredaran bruto.

Peredaran bruto merupakan keseluruhan dari nifgupkan sehingga, dasar
perhitungan peredaran bruto atau omset adalah @dvapar penjualan yang
dilakukan oleh sebuah badan usaha. Apabila pemuafaebut tidak berhubungan
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langsung dengan kegiatan usaha maka UMKM tidaktdapanasukkan kategori
penjualan tersebut menjadi tambahan peredaran atamicomset.

Contoh 1: Penjualan lain yang tidak dikategorikelbagjai tambahan omset.

CV A merupakan badan usaha yang bergerak di bigeemgualan suku
cadang motor. Dalam tahun 2009 CV A dapat menjuliscadang tersebut
sebesar Rp3,7 miliar dan Penghasilan Kena Pajak tadadin 2009 sebesar Rp2,5
miliar. Kemudian pada tahun yang sama CV A mergealuah Villa yang berada
di Puncak Bogor seharga Rp1,2 miliar. Berdasarkawtot tersebut, maka CV A
akan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif seb@8a, karena penjualan Villa
sebesar Rpl,2 miliar bukan merupakan hasil darjuptan suku cadang atau
tidak berhubungan dengan kegiatan usaha dari CUléh karena itu, omset CV
A pada tahun 2009 masih berada di bawah Rp4,8rmBerdasarkan Pasal 31E
di mana batasan omset sampai dengan Rp4,8 milian akendapatkan
pengurangan tarif sampai dengan 50%. Maka jumlgikpang terhutang yang
harus dibayarkan CV A adalah: (50% x 28%) x Rp2iiam= Rp350.000.000,-

Contoh 2: Penjualan lain yang dikategorikan sebtagabahan omset.

CV B merupakan badan usaha yang bergerak di bigemgualan suku
cadang motor. Dalam tahun 2009 CV B dapat menjukl sadang tersebut
sebesar Rp3,7 miliar. Kemudian dalam tempat usahg gama, CV B membuka
bengkel untukservicemotor dan pencucian motor menghasilkan omset aebes
Rp1,3 miliar. Penghasilan Kena Pajak CV B dalamutaB009 adalah Rp2,5
miliar. Total omset yang dihasilkan CV B pada tal2@99 adalah Rp3,7 miliar
ditambah Rp1,3 miliar, jadi omset yang dihasilkaua tahun 2009 adalah Rp5
miliar. Oleh karena omset sebesar Rp1,3 miliar mdalam lingkup usaha CV B
sehingga omset tersebut digabung dengan usaha @erBayaitu penjualan suku
cadang. Berdasarkan Pasal 31E, omset CV B masiudeli bawah Rp50 miliar
sehingga CV B masih mendapat fasilitas pengurangadasarkan Pasal 31E,
namun karena omset yang dihasilkan oleh CV B sudelebihi batasan Rp4,8
miliar dalam satu tahun, maka cara perhitunganngajaadi berbeda. Sebagian
akan mendapatkan pengurangan sebesar 50% danaselagji akan dikenakan
tarif flat 28%. Berikut perhitungan pajak terhutang yang bvajbayarkan oleh
CV B yaitu:
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1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredamato yang
memperoleh fasilitas:
(Rp4.800.000.000,- : Rp5.000.000.000,- x Rp2.50@WM,-) =
Rp2.400.000.000,-

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredsido yang tidak
memperoleh fasilitas:
Rp2.500.000.000,- - Rp2.400.000.000,- = Rp100.@m-0
Pajak Penghasilan yang terutang:
o (50% x 28%) x Rp2.400.000.000,- = Rp336.000.000,-

0 28% x Rp100.000.000,- = Rp_28.000.000
Total pajak yang terhutang = Rp364.000.000,-

Berdasarkan perhitungan tersebut, pajak yang temgupada CV B adalah
Rp364.000.000,- . Dalam memperoleh penguranganpigek bagi UMKM yang
diatur dalam Pasal 31E maka walaupun Penghasilaa Rajak yang dihasilkan
CV A dan CV B sama yaitu Rp2,5 miliar, akan tetppjak yang terhutang
berbeda, di mana CV A memiliki pajak yang terhutaehesar Rp350.000.000,-
sedangkan CV B memiliki pajak yang terhutang seabd3p364.000.000,-,
sehingga selisihnya mencapai Rp14.000.000,-. Padvepajak terhutang tersebut
dikarenakan pengurangan tarif menurut Pasal 318abarkan pada omset atau
peredaran bruto tanpa melihat Penghasilan Kenak Bajag dihasilkan oleh
masing-masing CV.

Berdasarkan kedua contoh di atas terdapat duagenjsalan yang berbeda.
Penjualan pertama tidak dapat dikategorikan sebggsiambah peredaran
bruto/omset, namun jenis penjualan kedua dapatatjkakan sebagai penambah
peredaran bruto karena masih berhubungan dengaat&egisaha. Perlakuan
perbedaan antara penjualan yang berhubungan dé&egsatan usaha atau tidak
berhubungan dengan kegiatan usaha juga ditegadkansalah satu informan
yaitu (Wahyu Santosa, wawancara, 8 Mei 2009):

“Misalnya dia usahanya jual mie ayam, tetapi di giag itu dia jual
kerupuk. Itu termasuk usaha lain dan itu tetapdatedi dalam omset.
Tetapi bandingkan dengan ketika dia jual mie aydia, juga jual
rumah. Kalau dia jual rumah kan sekali-kali dialjidah, itu usaha
lain, lain itu belum tentu masuk kategori omsetnb lain, misalnya
dia jual mie ayam, kemudian di samping usahanyaditu masih
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tempat kosong, maka dia juallabuntervoucher. Nah, kedua usaha
itu adalah omsetnya. Bukan yang mie ayam saja masidet tetapi
yang jualan voucher juga masuk ke dalam omset. Walaupun
pembukuannya lain-lain. Kecuali yang tadi penjualamah dan
mobil, jadi yang lain itu maksudnya tidak berhubamgdengan
kegiatan usaha UMKM tersebut.”

Hal serupa ditekankan oleh salah seorang akadeyaisi, tambahan yang
disebut sebagai peredaran bruto adalah penghasitanditerima dari kelaziman
sebuah usaha (Gunadi, wawancara, 30 April 2009).

“Omeset itu kan penghasilan kotor dari penjualan. Kaadli dari seluruh

penghasilan-penghasilan yang diterima sebelum aligkan biaya-

biaya. Misalnya ada penghasilan dari penjualan,jumaérianah dan
bangunan. Tentunya yang menjual tanah dan bandideskntermasuk

ke dalam omset tersebut. Begitu juga dengan buegasito kan itu

tidak termasuk omset. Akan tetapi hasil dari ke usaha itu yang
dimaksud dengan omset.”

Apabila melihat penjelasan mengenai peredaran duttas maka dapat
diambil kesimpulan bahwa tidak semua penghasilgatddikategorikan sebagai
penambah omset atau peredaran bruto. Peredaram yang dimaksud dalam
Pasal 31E bertujuan untuk menentukan suatu badahausersebut layak
menerima pengurangan tarif atau tidak. Berdasatkaiang-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang UMKM, secara jelas menyatakmwaadJMKM ditentukan
oleh omset dan kekayaan bersih, sehingga terdapaitki antara undang-undang
tersebut dengan Pasal 31E, walaupun batasan yangtdPasal 31E hanyalah

omset dan tidak termasuk kekayaan bersih.

Pada Pasal 31E tidak dikatakan berdasarkan kekabassih namun
berdasarkan omset, hal tersebut bertujuan agak tiembatasi sebuah badan
usaha untuk mendapatkan fasilitas pengurangan teagébut. Apabila batasan
kekayaan bersih dimasukkan sebagai syarat dalampareleh fasilitas maka
Wajib Pajak badan yang termasuk kategori UMKM bsadkan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2008 saja yang dapat menikmatiit@sijpengurangan tarif
tersebut. Berikut ini disajikan tabel pengklasifilkm UMKM berdasarkan

kekayaan bersih.
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Tabel 4.2 Pengklasifikasian UMK M Berdasar kan K ekayaan Bersih

JenisUsaha Kekayaan Bersih

Usaha Mikro Kekayaan bersih paling banyak Rp50@@®@- (lima puluh

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunanaeogaha.

Usaha Kecil Kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.00ima puluh juta
rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.q06ha
ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangueapat

usaha.

Usaha Menengah Kekayaan bersih lebih dari Rp50@000Q (lima ratus jutz

54

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.p0

(sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dangoaan

tempat usaha.

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Undang-UndangoN@® Tahun 2008 tentang
UMKM.

Apabila memperhatikan tabel di atas, terdapat peladoe tiga klasifikasi
usaha berdasarkan kekayaan bersih. Syarat dalaal BPHS tidak menganut
kekayaan bersih akan tetapi omset. Hal terseburelilakan menilai kekayaan
bersih terlalu bias. Lebih mudah mengukur sebuahaiberdasarkan penjualan
atau omset daripada kekayaan bersih. Hal tersebatdiungkapkan oleh Wahyu
Santosa, Kepala Seksi Peraturan Perpajakan PPm bbddrektorat Jenderal
Pajak yaitu (Wawancara, 8 Mei 2009):

“Kalau namanya kekayaan bersih itu bisa saja kiglsayaan itu yang
seperti apa? Tapi kalau penjualan pasti semua a@ngDi mana
secaragyeneralorang kan melihat dari penjualan.”

Pada dasarnya kebijakan pengurangan ini sudah yejtat dengan tidak
mengadopsi seluruh ketentuan yang diatur dalam idptendang UMKM. Jika,
pemerintah mengadopsi seluruh persyaratan dalanangaghdang tersebut
dimasukkan dalam kebijakan ini maka akan memb@as UMKM yang dapat
menikmati fasilitas ini. Oleh karena itu, persyarabatasan UMKM berdasarkan

kekayaan bersih tidak dimasukkan ke dalam kebijaikén
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4.2.1 L atar Belakang Pengurangan Tarif Berdasarkan Peredaran Bruto.

Hal yang menarik dalam Pasal 31E adalah penguratey@#nPPh pada
Wajib badan UMKM dilihat berdasarkan peredaran doryang dimiliki oleh
UMKM tersebut. Sebelumnya telah dibahas mengemnaibadan Pasal 17 yaitu
menjadiflat 28% sehingga perubahan tarif tersebut menjadhssddu alasan
Pasal 31E ini dilakukan berdasarkan peredaran foratet. Adanya kebijakan
baru dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 TahQ8 g@nyebabkan tidak
adanya pembedaan antara badan usaha kecil dendan bsaha dengan skala
besar. Oleh karena itu, Pasal 31E ini memberikagy@angan tarif sebesar 50%
dan didasarkan pada peredaran bruto. Hal terseémairakan oleh salah seorang
informan, yaitu (Gunadi, wawancara, 30 April 2009):

“Sekarang kan tidak ada tarif progressif sehinggenatis akan kena
tarif flat 28%, jadi perusahaan kecil nanti disamakan dengan
perusahaan besar, maka sekarang perusahaan Kemilkaih suatu
perlindungan. Perlindungannya adalah melalmsetsampai dengan
Rp50 miliar. Namun, yang diberikan keringanan 508&&twy hanya
sampai dengan Rp4,8 miliar.”

Selain adanya perubahan tarif dari progressif naengarif flat (28%),
terdapat alasan lain yang menyebabkan kebijakaal RE<E ini berdasarkan

peredaran bruto yaitu:

1. Lebih Mudah Melakukan Contra Checking.

Omset merupakan total dari keseluruhan penjualatikek Wajib Pajak
melakukan penjualan maka akan terkait dengan pketiga. Dalam menilai
keseluruhan penjualan yang dilakukan oleh WajibalPalapat diukur melalui
PPN vyaitu melalui Pajak Keluaran. Berdasarkan P#ekiaran tersebut akan
diketahui seberapa besar penjualan yang dilakuledm\Wajib Pajak tersebut.

Mengukur seberapa omset yang sebenarnya juga dapair melalui
penerimaancash dan penambahan piutang. Apabitash bertambah maka
pertambahan tersebut dapat diindikasikan bahwauakam bertambah. Sama
halnya dengan penambahan piutang maka adanya @idikerenakan ada pihak
ketiga yang membeli barang dan jasa akan tetapndbentuk hutang-piutang.

Dalam mengukur ataupun melakukan pemeriksaan bietbeontra cheking
terhadap penjualan yang dilakukan Wajib Pajak lebidah dilakukan. Berikut
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ini beberapaaccountyang terlihat di pembukuan apabila sebuah WajifakPa
melakukan penjualan.

PT A menjual suku cadang motor kepada Tn. Andri gdan harga
Rp1.000.000,-, dibayar tunai atau Tn. Andri tidadmnibayar tunai (hutang), maka
akan muncul akun:

Akun pada saat penjualaash

Cash  Rp1.100.000,-

PPN Keluaran Rp 100.000,-
Penjualan Rp1.000.000,-
Akun pada saat piutang
Piutang Rp1.100.000,-
PPN Keluaran Rp 100.000,-
Penjualan Rp1.000.000,-
Akun pada saat pembayaran
Cash Rp1.100.000,-
Piutang Rp1.100.000,-
Apabila mengacu pada pencatatan/pembukuan tersetka dengan mudah

diketahui berapa penjualan yang dilakukan oleh P&k melalui pembayaran
tunai ataupun piutang yang dimiliki oleh PT A. Olkarena itu, lebih mudah
untuk mengetahui berapa total omset PT A dalam tsditun. Dengan kata lain
lebih mudah diaudiduditible. Hal tersebut juga ditekankan oleh salah seorang
informan yaitu (Gunadi, wawancara, 30 April 2009):

“Ya, kalau omset itu kan adeontra chekinghya misalnya lebih
gampang di cek dengan PPN-nya. Omset itu lebih mutlacek
dengan kapasitas produksinya. Bisaiss cheldengan penerimaan
kasnya, penerimaan piutangnyauditible lebih tampak, kalau dengan
penghasilan kan variabelnya banyak jadi sulit menemnya.”

2. Segmentas Perusahaan Besar dan Perusahaan K ecil.

Peredaran bruto/omset merupakan salah satu alét orénentukan apakah
sebuah perusahaan tersebut dikategorikan perushhaanatau perusahaan kecil.
Ketika omset yang dicapai sebuah perusahaan sudaip ¢inggi atau melebihi
batasan Rp50 miliar maka perusahaan tersebut sddphat diklasifikasikan

menjadi perusahaan besar. Namun, apabila perusadisadut memiliki omset
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sampai dengan Rp50 miliar maka perusahaan terskpatt dikatakan sebagai
perusahaan Mikro, Kecil ataupun Menengah.

Kehadiran peredaran bruto dalam Pasal 31E diangghpgai alat yang
dapat menentukan segmentasi perusahaan besar danAabila perusahaan
tersebut masuk ke dalam perusahaan kecil atau désada lain UMKM, maka
perusahaan tersebut akan berhak menikmati faspitag disediakan pemerintah.
Hal tersebut diungkapkan oleh seorang akademisiagse berikut (Gunadi,
wawancara, 30 April 2009):

“Sebenarnya tujuannya adalah segmentasi perusabesar dan
perusahaan kecil dan bukan penghasilan besar dayhgslan kecil
begitu. Kalau perusahan besar kena tarif seginipgansahaan besar
kena tarif sekian begitu. Jadi segmentasi padamelatausize
perusahaan dan bukan pada penghasilannya.”

3. KriteriaUMKM Ber dasarkan Peredaran Bruto/Omset.

Secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahur8 2@6ngatur
tentang kriteria UMKM. Kriteria UMKM ditentukan dteperedaran bruto atau
omset. Kemudian penggunaan peredaran bruto dalaal BAE sebesar Rp50
miliar juga mengacu pada Undang-Undang UMKM terseNamun, peredaran
bruto setiap usaha berbeda-beda, di mana perebarsmyang dinilai kecil oleh
usaha logam belum tentu kecil bagi badan usaha ymmgerak di bidang
kerajinan tangan. Oleh karena itu, membagi sebaalarb usaha menjadi Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah tidak teppabda langsung
berdasarkan omset dan kekayaan bersih, akan shprusnya terlebih dahulu
badan usaha tersebut dibagi berdasarkan klasifikasaha, setelah
mengklasifikasikan usaha, baru dilakukan pembagsaha berdasarkan omset
dan kekayaan bersih.

Misalnya seluruh sektor ekonomi dibagi berdasajk&ais usahanya. Setelah
itu dari jenis usaha tersebut dikelompokkan lagiapa batasan omset dan
kekayaan bersih untuk masing-masing jenis usahdi, fidak disamaratakan
seluruhnya. Berikut ini tabel pengklasifikasian igerusaha dan peredaran
bruto/omset.
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Tabel 4.3 Pengklasifikasian Jenis Usaha dan Peredar an Bruto/Omset

No Jenis Usaha Skala Usaha
1. | « Pertanian, 1. Usaha Menengah
 Peternakan, | 2. Usaha Kecil
» Kehutanan, 3. Usaha Mikro

 Perikanan
2 | « Pertambangan 1. Usaha Menengah
 Penggalian 2. Usaha Kecil
3. Usaha Mikro
3 | e Industri 1. Usaha Meneng:
Pengolahan | 2. Usaha Kecil
3. Usaha Mikro
4 | e Listrik 1. Usaha Menengah
e Gas 2. Usaha Kecil
 Air Bersih 3. Usaha Mikro
5 | « Bangunan 1. Usaha Menengah
2. Usaha Kecil
3. Usaha Mikro
6 |  Perdagangan| 1. Usaha Menengah
 Hotel 2. Usaha Kecil
o Restoran 3. Usaha Mikro
7 | « Pengangkutan 1. Usaha Menengah
o Komunikasi 2. Usaha Kecil
3. Usaha Mikro
8 | « Keuangan 1. Usaha Menengah
e Persewaan 2. Usaha Kecil
e Jasa 3. Usaha Mikro
Perusahaan
9 |« Jasa-jasa 1. Usaha Menengah
2. Usaha Kecil
3. Usaha Mikro

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Katalog BPS: 96902001.

Tabel di atas menunjukkan bahwa setiap klasifikssiha dibagi menjadi
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Namun, dalam Ugddndang Nomor 20
Tahun 2008, klasifikasi Usaha Mikro, Usaha Kecilnddsaha Menengah
langsung disamaratakan berdasarkan omset dan lkekaarsih. Menurut
peneliti, penggolongan jenis usaha terlebih daladalah tepat sebelum secara
langsung menetapkan secaganeral Hal tersebut dikarenakan tidak semua
peredaran bruto yang dihasilkan setiap jenis usasma. Misalnya peredaran

bruto senilai Rp30 miliar, bagi pengusaha tambaagarperedaran bruto senilai
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tersebut adalah kecil. Namun, bagi pengusaha p@ngamgan peredaran bruto
atau omset dengan jumlah tersebut adalah cukup.b®@ksh karena itu, perlu
adanya pengklasifikasian terlebih dahulu baru nagketn berapa batasan
peredaran bruto masing-masing jenis usaha sepentaparan tabel di atas.
Namun, batasan peredaran bruto dalam Pasal 31ERWY#&hg diadopsi dari UU
UMKM disamaratakan tanpa melihat jenis dari masimagsing usaha. Berikut ini

tabel pengklasifikasian ketiga usaha tersebut lsarlan kriteria omset.

Tabel 4.4 Jenis Usaha dan Batasan Peredaran Bruto

JenisUsaha Batasan Peredaran Bruto (Omset)

Usaha Mikro Hasil penjualan tahunan paling banygk3d®.000.000,t

(tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil Hasil penjualan tahunan lebih dari G8300.000,- (tiga
ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta riapia

Usaha Menengah Hasil penjualan tahunan lebih da?.990.000.000,- (dua
miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan palagyak
Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Sumber: Hasil Olahan Peneliti Berdasarkan Undang-Undang NomofFaBQn 2008
tentang UMKM.

Pada dasarnya pengklasifikasian jenis usaha ddyajaran peredaran bruto
seperti yang tersaji dalam tabel di atas dinilagkg tepat, seharusnya jenis usaha
tersebut diklasifikasikan terlebih dahulu, kemuditentukan berapa omset yang
tepat untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Mgabk pada masing-masing
jenis usaha. Oleh karena itu, dalam menentukan toiyseg tepat adalah
berdasarkan sektor usaha. Hal tersebut diungkaglknHarmon Bernawi Thaib,
Direktur Layanan Bisnis UMKM Kadin (Wawancara, 1&idt 2009).

“Sebenarnya kita mengharapkan berdasarkan perrsekecil di

industri perdagangan pasti akan berbeda dengaarisirikecil di

industri pertanian dan logam. Kalau di sini dipukaita semua
berdasarkan peredaran bruto. Tapi karena sudahtdk mglengan ini
maka kriterinya tidak akan jauh dari undang-undamg Karena

kriteria mikro akan tetap dari omsetnya. Hal inng&urang pas tetapi
karena ini yang berlaku jadi kita ikuti.”
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4. Pembukuan UMKM yang Kurang Baik.

Wajib Pajak badan khususnya UMKM yang melakukanidtag usaha
wajib melakukan pembukuan. Pembukuan merupakanateegimembukukan
semua transaksi dari kegiatan usaha yang dilakudamun, pada praktiknya,
tidak semua UMKM dapat melakukan pembukuan dengak $ehingga untuk
memudahkan Wajib Pajak badan UMKM, Pasal 31E irdasiarkan pada
peredaran bruto/omset.

Apabila pengurangan tarif PPh Pasal 31E berdasdPemghasilan Kena
Pajak, maka UMKM yang tidak dapat melaksanakan pémodin dengan baik
akan merasa kesusahan dalam melaksanakan prosesklyut. Terlebih apabila
UMKM dipaksakan untuk melakukan pembukuan dengaik, bmaka akan
terdapatcost yang lebih tinggi. Di mana UMKM harus membayar ratian,
konsultan pajak, dsb untuk mendapatkan fasilitagpengan tarif PPh badan
tersebut.

Oleh karena itu, menggunakan peredaran bruto/osedetgai patokan atau
batasan untuk menentukan yang mendapat fasilitgupangan tarif adalah tepat.
Hal tersebut dikarenakan pembukuan dari UMKM dinkarang baik. Hal
tersebut ditegaskan oleh Drajat H Wibowo, KomisiD®PR Rl (Wawancara, 6
Mei 2009).

“UMKM ini kan rata-rata tidak mempunyai pembukuaang bagus.
Rata-rata mereka di mana catatan pengeluaran caasp&an masuk
ke kemben Jadi, ini akhirnya diputuskan untuk memakai pared
bruto saja. Karena pasti ada catatan untuk penedetdonya. Supaya
untuk mempermudah mereka.”

Selanjutnya ditegaskan kembali oleh Drajat H Wibptomisi XI DPR RI
mengenai administrasi di UMKM yang rata-rata meknilata buku yang tidak
memadai (Wawancara, 6 Mei 2009).

“Jadi begini kita melihat bahwa UMKM ini adminissiaya kurang
bagus. Kebanyakan tidak menyelenggarakan tata yamg memadai.
Kalau mereka dipaksa untuk menyelenggarakan tateu brang
memadai, itu akan menimbulkan biaya transaksi yamwmi. Mereka
harus bayar akuntan atau bayar segala macam. Jedik
gampangnya ya sudah pakai peredaran bruto.”
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5. Sinkronisasi Undang-Undang.

Dalam tahapan pembuatan kebijakan terdapat perumiksdijakan,
kegiatan tersebut berguna untuk merumuskan segalanagalahan dan
pemecahan permasalahan tersebut. Dengan adanyauseru kebijakan maka
dapat dihasilkan sebuah kebijakan. Untuk menetageauah kebijakan perlu
diperhatikan aspek-aspek keterkaitan dengan keterdinnya.

Pada Pasal 31E yaitu kebijakan pemberian fasbgaspa pengurangan tarif
bagi Wajib Pajak badan UMKM juga menggunakan ketiésk dengan ketentuan
lainnya. Seperti kriteria penentuan peredaran battu omset sebesar Rp50
miliar, di mana kriteria tersebut menentukan apaseiiuah badan usaha berhak
mendapatkan fasilitas atau tidak. Peredaran beliessir Rp50 miliar merupakan
angka yang dihasilkan oleh Undang-Undang Nomor 26um 2008 tentang
UMKM sehingga terdapat korelasi antara Pasal 31Hadg-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dengdand-Undang Nomor 20
Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM

Dengan adanya sinkronisasi antara undang-undaisgbigr maka dapat
dikatakan adanya ketentuan yang satu sejalan démgantuan lainnya, di mana
ketentuan tersebut sama-sama mengatur mengenai UNB¢Ringga salah satu
alasan pengurangan tarif berdasarkan Pasal 31Ehadaikronisasi ketentuan
atau perundang-undangan. Ketika adanya sinkronisesgbut, maka tidak akan
membingungkan Wajib Pajak badan khususnya UMKM. Iakebut juga
diutarakan oleh pelaksana kebijakan yaitu (Wahyud&a, 8 Mei 2009):

“Kemudian yang kedua juga undang-undang yang satuuwhdang-
undang yang lain harus sinkron. Jangan sampai gndiaciang yang
satu mengatur bahwa UMKM tersebut di bawah Rp50iamil
sedangkan undang-undang yang lain yang tujuannyak UsMKM
mengaturnya lain. Jadi, secara undang-undang jagas hsinkron,
namanya sinkronisasi undang-undang.”

4.2.2 L atar Belakang Pengurangan Tarif Sebesar 50% Dihitung Berdasarkan
Peredaran Bruto Sampai Dengan Rp4,8 miliar.
Berdasarkan Pasal 31E tidak semua pengurangan gabésar 50%
diberikan kepada Wajib Pajak badan yang memilikseindi bawah Rp50 miliar.
Apabila UMKM memiliki omset di bawah Rp4,8 miliaraka akan diberikan
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sepenuhnya pengurangan tarif sebesar 50%, nanaub fKKM tersebut memiliki
omset di atas Rp4,8 miliar maka terdapat dua lahipungan, di mana sebagian
Penghasilan Kena Pajak dikenakan 50% dan sebagkamattan tarif umum
sebesar 28%.

Batasan omset yang sebesar Rp4,8 miliar merupakan tiari survey
peredaran bruto perbulan yang dapat dihasilkan ORIKM di beberapa jenis
usaha tertentu. Apabila Rp4,8 miliar dibagi 12 (dedas) bulan maka akan
dihasilkan omset rata-rata UMKM di jenis usahaetett seperti perdagangan
sebesar Rp400 juta. Namun, penentuan Rp4,8 méimelbut tidak memiliki
kajian yang ilmiah akan tetapi berdasarkan komprpaiitik, berapa peredaran
bruto yang sesuai untuk pengurangan tarif sebe@%r tersebut. Hal tersebut
diutarakan oleh Drajat H Wibowo, Komisi XI DPR RVéawancara, 6 Mei 2009).

“Rp4,8 miliar ini kan setahun. Kalau dibagi 12 bulkan sekitar
Rp400 juta kan. Jadi, kalau hasil kajian @nggakada. Tapi kita
melihat dari kira-kira bisnis di Jakarta sepertiTdinah Abang, di
Surabaya di Pasar Turi kira-kira berapa sih omgat-Kemudian di
pasar-pasar tradisional dan industri sehingga begsip yang layak
kita anggap sebagai UMKM. Kemudian kita cari, udahkkhirnya ke
luar angka Rp400 juta sebulan sehingga dihasilkad,& miliar
setahun.”

Keputusan DPR untuk menentukan kebijakan pengurangaf sebesar
50% berdasarkan omset Rp4,8 miliar diambil berdasarkompromi politik.
Namun, latar belakang pengambil kebijakan tersé¢idlak sesuai dengan latar
belakang yang diutarakan oleh pelaksana kebijaRdR) yaitu (Wahyu Santosa,
wawancara, 8 Mei 2009):

“Angka Rp4,8 miliar ini turun dari Pasal 14 yaituajp Pajak orang

pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekeip@das yang

peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari

Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus fufdiah) boleh

menghitung penghasilan neto dengan menggunakan alorm
Penghitungan Penghasilan Neto. Jadi, angkanya kama

Penentuan pedaran bruto/omset sebesar Rp4,8 meitgbut berdasarkan
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di ndatem pasal tersebut
terlihat jelas bahwa batasan Wajib Pajak orangagiifWWPOP) sampai dengan
Rp4,8 miliar dapat melakukan penghitungan pengasineto dengan
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menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netoteksmbut merupakan

fasilitas bagi WPOP yang tidak melakukan pembukuan.

Hal tersebut berbeda dengan Wajib Pajak badan ydragus
menyelenggarakan pembukuan. Oleh karena itu, WRgak badan yang
memiliki omset sampai dengan Rp4,8 miliar juga dikas fasilitas melalui Pasal
31E, di mana batasan omset sebesar Rp4,8 miliar alendapat sepenuhnya
pengurangan tarif sebesar 50%. Berdasarkan Pasdai4Pasal 31E terlihat
bahwa batasan omset Rp4,8 miliar di WPOP dan WRrbadalah sama dan
perdaran bruto sampai dengan angka tersebut saneaesherikan fasilitas.

Dalam hal ini, pembuat undang-undang tidak meldati pasal demi pasal,
akan tetapi terdapat keterkaitan satu pasal depgsal lainnya. Oleh karena itu,
terlihat jelas bahwa adanya keterkaitan Pasal tMR#esal 31E Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008.

Peneliti menilai bahwa kompromi politik yang dil&an DPR setidaknya
terlebih dahulu mendapat masukan dari berbagakptalah satu pihak tersebut
adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagakgmi@ kebijakan sehingga
angka Rp4,8 miliar tersebut dapat dihasilkan bendassurveydan keterkaitan

pasal demi pasal.

4.2.3 Dampak Pemilihan K ebijakan Ber dasarkan Peredaran Bruto

Sebuah kebijakan yang dipilih oleh pembuat kebijaflicy makey akan
menghasilkan dampak baik positif ataupun dampak yang dapat merugikan
pihak-pihak tertentu. Kebijakan mengunakan bataparedaran bruto untuk
mendapatkan fasilitas pengurangan tarif Pasal 3&Eipakan keputusan yang
telah dipilih oleh pembuat kebijakan.

Salah satu alasan menggunakan peredaran brutoaselasg@r pengurangan
tarif PPh badan adalah lebih mudah dilakulanoss chekkarena penjualan
tersebut dilakukan dengan pihak ketiga. Namun, pad#tiknya tidak semua
penjualan yang dilakukan dengan pihak ketiga tarmitpajak. Terdapat celah
ketika tambahan omset tidak terhutang PPN atak ti@zotongwithholding tax
sehingga Wajib Pajak dapat dengan mudah melakukagupangan omset untuk

mencapai syarat yang ditetapkan Pasal 31E.
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Misalnya PT A memiliki omset sebesar Rp51 miliaardna omset yang
dimiliki oleh PT A lebih dari Rp50 miliar maka PT Adak akan mendapat
fasilitas pengurangan tarif. Namun, karena adauadan yang tidak berhubungan
dengan pajak atau tidak membutuhkan Faktur Pajak gtenjualan tidak
berhubungan dengan pemotongan pajak lainnya, méka ffdak memasukkan
penjualan tersebut sebagai tambahan omset selongggt PT A dapat berkurang
sampai dengan Rp50 miliar. Ketika omset tersebdalsutsampai pada batasan
yang dimaksud dalam Pasal 31E maka PT akan mehkdagasilitas tersebut.

Penurunan omset dapat dilakukan Wajib Pajak badak dengan cara
avoidanceatau tax shifting Hal tersebut dikemukakan oleh seorang infoman
mewakili Wajib Pajak badan yaitu (Aminarso, wawaac&2 Mei 2009):

"Misalkan sebenarnya kita mempunyai omset sebep&0 Rniliar. Di
mana Rp60 miliar kan tidak dapat penurunan tardkanbagaimana
caranya saya melakukawoidanceataushifting avoidancedalam hal
ini bisa karena kebijakan atau memang karena draurnekan omset,
ini bisa saja terjadi.”

Upaya untuk mengecilkan omset oleh Wajib Pajak baaeelalui
kebijakan ini juga diutarakan salah seorang koasybajak (Heri Purwanto,
22 Mei 2009).

“Peluang itu pasti ada yaitu usaha-usaha untuk swlikgn pajak

dengan memanfaatkan aturan-aturan ya. Bagi sebgmpausahaan

yang dari UMKM menjadi besar misalnya omset sudamcapai di

atas Rp50 miliar lebih maka kecendrungan mereka ak@nurunkan

atau mengurangi omsetnya. Supaya perusahaan tetsédgu masuk
yang kategori Rp4,8 miliar.”

Adanya pemilihan kebijakan berdasarkan peredaramito brdapat
menimbulkan upaya-upaya yang dilakukan Wajib Phgdan khususnya UMKM
untuk memperkecil omset demi mencapai syarat dwgiliths yang diberikan
melalui Pasal 31E. Selain upaya yang dilakukan kumhenurunkan omset,
terdapat pula upaya lain yang disebut sebagéi atauspin off perusahaan.
Misalnya PT A ingin menikmati fasilitas Pasal 31Bka PT A akan melakukan
spin off Di mana PT A mendirikan PT B dan PT C. SemulaAPbergerak di
bidang usaha penjualan ternak. Setelahspin off setiap penjualan diatur,
misalkan omset di PT A hampir memasuki angka Rp8@ammaka penjualan

berikutnya dilakukan atas nama PT B, apabila pémjuai PT B juga akan
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memasuki omset Rp50 miliar maka penjualan dilaajutdi PT C. Berdasarkan
spin off tersebut ketiga PT akan mendapat fasilitas pemgan tarif menurut
Pasal 31E. Oleh karena itu, PT A berusaha agaragding-masing PT masih
mendapatkan fasilitas pengurangan tarif tersebupalda dikenakan tariflat
28%.

Pembagian omset menjadi tiga bagian dapat dengaahmdilakukan oleh
Wajib Pajak badan. Hal tersebut diutarakan olehtd®u3ambunan, akademisi
sekaligus praktisi perpajakan (Wawancara, 27 Meb20

“Kalau spin off enggak masalah itu, kita tinggal mendirikan PT,
misalnya salah satu PT omsetnya Rp100 miliar, késnudi pecah
menjadi 2 (dua). PT A diberikan usaha dari PT ya@irgpin, kemudian
PT yang lama tidak usah lagi dijalankan, otomats loerkurang
omsetnya dan omsetnya dibagi menjadi 3 (tiga) Ibagidtomatis
ketiganya akan mendapatkan fasilitas di Pasal BILE i

Hadirnya kebijakan berdasarkan peredaran brutatli sisi tepat, di sisi
lain kebijakan tersebut membawa dampak negatif pagerimaan negara. Hal
tersebut dikarenakan terdapgabpholesatau peluang bagi Wajib Pajak untuk
memperkecil pajak yang terhutang dengan cara miedaitax avoidancetautax
shifting Oleh karena itu, sebaiknya dalam menyusun selxesijakan yang
diperhatikan adalah kemungkinan-kemungkinan negatihg terjadi dan

memperkecil kemungkinan tersebut.

4.2.4 Pengawasan dan Sosialisi Kebijakan Pasal 31E

Pada dasarnya dampak dari sebuah kebijakan dapaggilangi dengan
adanya pengawasan baik dari pihak otoritas pajakpooraWajib Pajak UMKM.
Diharapkan melalui pengawasan yang baik, negagk tadkan dirugikan dengan
kemungkinan kecurangan yang terjadi baik dari pib&dritas pajak maupun
Wajib Pajak badan UMKM. Pengawasan dimulai dextount Representattau
yang dikenal dengan AR, di mana AR setidaknya nikinpéngetahuan yang luas
dibanding dengan Wajib Pajak. Oleh karena itu, psaa pemeriksaan Surat
Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak badan, AR dapagslarg mengetahui apakah
UMKM tersebut berhak mendapatkan fasilitas pengyaartarif atau tidak.

AR juga berfungsi memonitor satu per satu Wajib aRajsehingga

kecurangan ataupun kegiatan untuk memanipulask pmgag terhutang dapat
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diminimalisir. Ketika kinerja AR dapat maksimalpatatis kegiatan penggelapan
ataupun penyelundupan pajak tidak akan dapat ditet@n oleh UMKM. Hal
tersebut disampaikan oleh Wahyu Santosa, Kepalai $¥katuran Perpajakan
PPh Badan IlI, Dierktorat Jenderal Pajak (Wawand&hei 2009).

“Di kantor pajak ini kan sudamodernsudah ada yang namanya AR
(Account Representative kan dia selalu yang memonitor
perkembangan Wajib Pajak itu. Dia yang akan mengawéajib
Pajak satu persatu. Kalau Wajib Pajak tersebuk tisnar maka dia
akan kasih himbauan. Misalnya dengan omset seg@faijb Pajak
tersebut tidak lagi mendapat fasilitas dari pasialNlaka Wajib Pajak
harus membetulkan dan WP tersebut harus membayaksisa
keterlambatannya. Kalau WP nya tidak patuh maka petriksa. Jadi
sistem pengawasannya tetap, maka dari sinilah ABehleat akan
mengawasi.”

Selanjutnya hal yang terpenting adalah masalatalsasi, agar UMKM
lebih mengerti tanggung jawab terhadap kewajibapgiekannya. Menurut salah
seorang praktisi perpajakan bahwa kebijakan tetskbrang disosialisasikan,
karena kebijakan ini berupa kebijakan yang baru berbentuk fasilitas atau
insentif bagi Wajib Pajak UMKM (Heri Purwanto, wameara, 27 Mei 2009).

“Kemudian masalah sosialisasi Pasal 31E ini, saga masih kurang

_se_-hingga masih banyak Wajib Pajak yang kurang tengenai pasal

ini.”

Sosialisasi kebijakan juga perlu dilaksanakan adiviKM dapat
menerapkan dan menikmati fasilitas yang disediailah pemerintah tersebut.
Menurut DJP, penerapan fasilitas ini berada dinaP@l0, jadi masih memiliki
rentang waktu yang panjang untuk mensosialisasijganimidak hanya dipusat,
namun sosialisasi ini akan dilakukan di daerahatagWahyu Santosa, 8 Mei
2009).

“Tenang aja kalau masalah itu, ini kan untuk TaRajak 2009 dan
dilaporkan tahun 2010, jadi waktunya kan masih gagj Kita selalu

sosialisasi dan ini hitung-hitungannya masih nkati. Kan ini masih

ada waktu. Masih ada setahun waktunya, tenangdsajananti kita

sosialisasikan selalu. Kita selalu mensosialisasika daerah-daerah.
Bukan hanya di pusat, karena kantor pajak ini kemybk. Misalkan di

suatu daerah tersebut banyak UMKM maka daerahbigrskan kita

sosialisasikan tentang UMKM. Kita sosialisasikarsuse dengan

kebutuhan di masing-masing daerah itu seperti apa.”
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4.3 Penerapan Kebijakan Pengurangan Tarif PPh Bagi Wajib Pajak Badan

UMKNM dilihat dari Sisi Keadilan Pemungutan Pajak.

Kebijakan yang hadir melalui Undang-Undang Nomor Bghun 2008
merupakan kebijakan yang memberikan banyak perubdha kemudahan bagi
Wajib Pajak badan. Perubahan yang signifikan adadatirnya berbagai insentif
dan fasilitas yang mendukung badan usaha khusukkgi@ngan UMKM.

Kebijakan yang dibentuk melalui Pasal 31E memputypian tersendiri
bagi Wajib Pajak badan khususnya UMKM. Kebijakarsebut dapat bertujuan
untuk meningkatkan dunia usaha, memajukan dan mareyggkan UMKM dan
mendukung agar UMKM dapat masuk ke dalam sisteipapaitan.

Hadirnya kebijakan pengurangan tarif PPh badan sseb®0% ini bagi
sebagian kalangan dapat mendukung dan memajukan MUMFKerdapat pula
persepsi bahwa kebijakan ini adalah hal yang wafabijakan tersebut pada
dasarnya sebuah fasilitas yang tidak menarik. Sepang diungkapkan oleh
seorang konsultan pajak berikut ini (Heri Purwamtawancara 22 Mei 2009):

“Saya melihat Pasal 31E ini yaitu untuk mengakorsodadi Wajib

Pajak-Wajib Pajak kecil. Kalau dia dikenakiat 28% maka mereka
akan sangat dirugikan. Maka diberlakukanlah PasHE, 3untuk

memberikan keringanan yaitu bisa diberikan pengiaasampai 50%
kalau dia tergolong UMKM. Di mana omsetnya di bavi®ggdb0 miliar

yaitu sekitar 14%. Kalau dihitung tarif pajak preggif yang paling
rendah adalah 10% jadi 14%, maka ada kenaikanldikiseebesar
4%. Saya pikir wajar sajalah Pasal 31E, bukan sedaailitas yang
menggiurkan untuk pengusaha kecil. Karena sebelanaiyenakan
10% dan sekarang dikenakan 14%, maka tetap naikJbaM.”

Menurut peneliti, kebijakan tersebut tidak dap&athkan wajar, kebijakan
tersebut merupakan fasilitas yang tepat karenaapetdpenurunan tarif yang
cukup signifikan yaitu 50% dari tarif PPh Pasal lika dibandingkan dengan
pengenaan tarif sebesar 28% lebih baik UMKM dikamakarif sebesar 14%.
Pemilihan kebijakan ini sudah tepat apabila dilitieati pengurangan tarif. Berikut
ini disajikan perbandingan penerapan UU No.17 Ta2@®0 dengan UU No.36
Tahun 2008 (Tarif Pajak Untuk UMKM), yang membuktikbahwa pemberian

fasilitas tersebut tidak dapat dikatakan wajar.
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Contoh:
Peredaran bruto PT A setahun Rp4.800.000.000,-Rsilgn Kena Pajak
(PKP) setahun Rp1.500.000.000,-
Perlakuan Pajak Bagi PT A Berdasarkan Pasal 17 UU No.17 Tahun 2000
PPh yang terutang bagi PT A
Rp1.500.000.000,-

(Rp__ 50.000.000,10%  =Rp 5.000.000,-
Rp1.450.000.000,-

(Rp__50.000.000,-X 15% =Rp 7.500.000,-
Rp1.400.000.000,- x 30% = Rp420.000.000,-
Total Pajak yang ter utang = Rp432.500.000,-

Perlakuan Pajak Bagi PT A Berdasarkan Pasal 17 UU No.36 Tahun 2000

PPh yang terutang bagi PT A

28% x Rp 1.500.000.000Rp420.000.000,-

Perlakuan Pajak Bagi PT A Berdasarkan Pasal 31 UU No.36 Tahun 2000

PPh yang terutang bagi PT A

(28% x 50%) x Rp 1.500.000.000Rp210.000.000,-

Sesuai UU No.17 Tahun 2000, PT A akan membayakpagag terhutang

sebesar Rp432.500.000,-. Dengan diberlakukannydNt36 Tahun 2008, pajak
terutang yang harus dibayar PT A menjadi Rp42000@D- terdapat sedikit

penurunan. Kemudian pemerintah memberikan fasftesal 31E bagi PT A yang
digolongkan ke dalam UMKM dan mendapat pengurangaih sebesar 50%,
sehingga PT A dikenakan pajak terhutang sebesatRp@0.000,-

Berdasarkan perhitungan tersebut PT A memiliki kewogan sebesar
Rp210.000.000,- di mana apabila Pasal 31E ini tidiblkerlakukan maka PT A
akan membayar pajak sebesar Rp420.000.000,-. Cdednk itu, pemberian
fasilitas Pasal 31E ini bukanlah hal yang wajar.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahuivebdtarena adanya
perubahan tarif progresif menjadi tafiiat (28%) maka fasilitas ini sudah
sepatutnya diterima bagi UMKM. Apabila UMKM jugakdnakan tariflat, yaitu

tidak ada pembedaan antara perusahaan dengan Biamgh€ena Pajak yang
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kecil dan perusahaan dengan Penghasilan Kena Kajak besar maka akan
terjadi ketimpangan. Namun, yang menjadi perbedaalalah pada saat
menggunakan tarif progresif dengan undang-undamy yama, tarif tersebut
berdasarkan Penghasilan Kena Pajak sedangkan diadditas ini berdasarkan
omset. Dalam hal ini yang dilindungi adalah omsehg/ rendah dan bukan
Penghasilan Kena Pajak yang rendah. Hal terselungkiapkan oleh Gunadi,
salah seorang akademisi (Wawancara, 30 April 2009).

“Kalau dulu tarif progressif itu kan berarti semacperlindungan atau
proteksi terhadap mereka-mereka yang labanya remusiulu bukan
berdasarkan omset tetapi labanya rendah, yangtelsicadalah yang
penghasilannya rendah. Ini kan menjadi berbedawKalau konsisten
yang diberikan perlindungan juga adalah mereka Yavanya rendah.
Sekarang kan yang diberikan perlindungan untuk ognitu adalah
yang omset-nya rendah, bukan Penghasilan Kena-Rggak

Dalam menyusun sebuah kebijakan, pembuat kebijgda@icy make)y harus
memperhatikan asas-asas perpajakan yang berlakuggahkebijakan tersebut
tidak menjadi timpang. Apabila terdapat ketimpandan sebuah kebijakan maka
dikuatirkan kebijakan tersebut dapat merugikan lpiidak tertentu atau pihak-
pihak yang berkaitan dengan kebijakan tersebutaahembuat kebijakan Pasal
31E ini policy makersebaiknya terlebih dahulu menimbang dan mempé&#drati
metode yang tepat dalam penetapan pengurangai®Riribadan, apakah dengan

menggunakan omset atau dengan menggunakan Peagh&siia Pajak.

Salah satu asas yang sering menjadi pertimbandam elaembentuk sebuah
kebijakan adalah asas keadilan. Pemilihan kebijakamg sudah adil dalam
perumusan belum tentu adil dalam praktiknya. Padanonya mengukur keadilan
sangat relatif tergantung dari sudut pandang magsralanya. Misalkan kebijakan
pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan UMKidgi sebagian pihak
menganggap kebijakan tersebut sudah mencerminlatl&e, namun bagi pihak

lainnya, kebijakan tersebut belum mencerminkan ikead

4.3.1 Perbedaan Persepsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Atas K ebijakan Pasal 31E.
Sebelum mengukur sebuah kebijakan dengan penerapas keadilan,
terlebih dahulu patut diperhatikan apa yang menjgualit dari sebuah kebijakan

kemudian terdapat proses pembuatan kebijakan d#an gdehirnya menghasilkan
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output yang disepakati bersama. Kesepakatan bersasebut merupakan hasil
persetujuan antara DPR yang mewakili Wajib Pajak Bapartemen Keuangan
beserta Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pada proses pembentukan kebijakan Pasal 31E miapat hal yang
menarik karena terdapat perbedaan persepsi anfardaR DJP. Dalam proses
pembuatan kebijakan Pasal 31E tersebut, DPR mbeds@a persepsi dari semua
pihak yang membuat kebijakan adalah sama. Olem&aite dalam mengejar
penyelesaian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sadah tertunda cukup
lama, maka Pasal 31E ini sudah dianggap selesacalaoh perhitungan dari
kebijakan tersebut diberikan wewenang kepada pafekkebijakan (DJP).

Kemudian pada saat undang-undang telah disahkarmidariakukan bagi
seluruh Wajib Pajak, terdapat kekeliruan atau psisgang berbeda antara DPR
dan DJP. Perbedaan persepsi tersebut terlihatbdtasan sebesar Rp4,8 miliar
yang akan mendapat 50% seluruhnya bukan berdasamkeset akan tetapi
berdasarkan Penghasilan Kena Pajak, begitu pulzaderontoh perhitungan yang
terdapat dalam undang-undang tidak sesuai dengaryap telah dikehendaki
DPR dan kesepakatan bersama. Hal tersebut diunakap&h Drajat H Wibowo,
Komisi XI DPR RI (Wawancara, 6 Mei 2009).

“Ini contoh 2 (dua) nya ini yang salah. Ini diakalorang pajak.
Dulunya bukan seperti ini. Sebenarnya PKP nya yRpd,8 miliar
bukan peredaran brutonya. Kenapa perhitungannyaéahi.”

DPR juga menegaskan soal perhitungan yang seharusiiy mana
perhitungan tersebut sangat berbeda dengan apa ry@mgadi kesepakatan
dengan pihak perumus kebijakan yaitu DPR (Wawanéakéei 2009).

“Seharusnya penafsiran pasal tersebut bukan demikiadi ini
peredaran brutonya Rp6 miliar, jadi yang tidak diédean itu adalah
Rp6-4,8 miliar. Kalau dulu pengertian saya sepguti dan bukan
seperti ini hitung-hitungannya (sesuai contoh wanaea).”

Dalam kebijakan tersebut terdapat perbedaan yaitumdna DPR
menganggap bahwa seluruhnya yang berhak mendapguiirpegan tarif sebesar
50% adalah UMKM yang memiliki Penghasilan Kena Ragampai dengan
Rp4,8 miliar. Namun, DJP menganggap bahwa UMKM yhathak mendapat
pengurangan tarif sampai dengan 50% adalah apaMIEM memiliki omset

sampai dengan Rp4,8 miliar. Oleh karena itu, teatlggerbedaan yang sangat
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signifikan antara DPR dan DJP terkait penetaparard@engurangan tarif.
Tentunya hal tersebut merupakan perbedaan yangatsamgsial dan akan

menghasilkan pajak terhutang yang berbeda.

Perbedaan persepsi tersebut dapat diaplikasikaamlunebntoh yaitu PT A
memiliki Peredaran Bruto sebesar Rp10 miliar setaRenghasilan Kena Pajak
yang dihasilkan oleh PT A sebesar Rp4,8 miliar.tGloryang kedua adalah PT A
memiliki Penghasilan Kena Pajak di atas Rp4,8 mifaitu sebesar Rp5 miliar.
Berikut ini, disajikan contoh perhitungan pajak gdaarhutang bagi PT A dengan
dua persepsi yang berbeda antara DPR dan DJP.

Tabel 4.5 Perbedaan Perseps Perhitungan Pasal 31E antara DPR dan
DJP

Pajak Terhutang Menurut DPR Pajak Terhutang Menurut DJP (UU)

Diketahui Peredaran Bruto = Rp10 M| Diketahui Peredaran Bruto = Rp10 M
Penghasilan Kena Pajak = Rp4,8 M | Penghasilan Kena Pajak = Rp4,8 M

Pajak yang terhutang bagi PT A Pajak yang terhutang bagi PT A

50% x 28% x Rp4,8 M Fasilitas:

= Rp672.000.000,- Rp4.,8 M x Rp4,8M = Rp2,304 M
Rp10 M

50% x 28% x Rp2,304 M

= Rp332.560.000,-

Tidak M endapat Fasilitas:

Rp4,8 M-Rp2,304 M = Rp2,496 M
28% x Rp2,496 M = Rp698.880.000,
Total Pajak yang terhutang
Rp332.560.000,- + Rp698.880.000,-
= Rp1.031.440.000,-

Perbedaan perhitungan antara DPR dan DJP menyebgiddedaan yan

«Q

signifikan atas pajak yang terhutang.

Pajak terhutang menurut DPR =Rp 672.000.000,-
Pajak terhutang menurut DJP _= Rp1. 031.440.000,-
Selisih dari pajak terhutang Rp 359.440.000,-
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Terdapat selisih yang cukup besar perhitungan menurut DPR dan DJP.

Diketahui Peredaran Bruto = Rp10 M| Diketahui Peredaran Bruto = Rp10 M

Penghasilan Kena Pajak = Rp5 M Penghasilan Kena Pajak = Rp5 M

Pajak yang terhutang bagi PT A Pajak yang terhutang bagi PT A

Fasilitas: Fasilitas:

50% x 28% x Rp4,8 M Rp4.8 M x Rp5 M = Rp2,4 M

= Rp672.000.000,- Rpl0 M

Tidak Mendapat Fasilitas: 50% x 28% x Rp2,4 M

Rp5 M-Rp4,8 M = Rp200.000.000,- | = Rp336.000.000,-

28% x Rp200.000.000,- Tidak M endapat Fasilitas:

= Rp56.000.000 Rp4,8 M-Rp2,4 M = Rp2,4M

Total Pajak yang terhutang 28% x Rp2,4 M = Rp672.000.000,-

Rp672.000.000,- + Rp56.000.000,- | Total Pajak yang terhutang

= Rp728.000.000,- Rp336.000.000,- + Rp672.000.000,-
= Rp1.008.000.000,-

Berdasarkan contoh yang kedua terdapat perbedahitupgan antara DPR dan
DJP menyebabkan perbedaan yang signifikan atak paig terhutang.

Pajak terhutang menurut DPR =Rp 728.000.000,-

Pajak terhutang menurut DJP _= Rpl. 008.000.000,-

Selisih dari pajak terhutang Rp 280.000.000,-

Melalui perhitungan yang kedua juga terdapat selish yang cukup besar

per hitungan menurut DPR dan DJP.

Berdasarkan simulasi perhitungan di atas terdapdieplaan yang sangat
signifikan dalam hal penentuan pajak terhutang. MRanggapan Penghasilan
Kena Pajak sampai dengan Rp4,8 miliar merupakaasaatuntuk mendapatkan
pengurangan tarif sebesar 50% sedangkan DJP megagabghwa omset sampai
dengan Rp4,8 miliar yang berhak mendapat pengunasgbesar 50%. Namun
apabila omset UMKM melebihi Rp4,8 miliar maka akdikenakan dua kali
perhitungan, sebagian mendapat fasilitas pengunangaf sebesar 50% dan
sebagian lagi akan dikenakan tarif 28%. Menurut epen pada dasarnya
kebijakan yang dibuat akan diimplementasikan ke yarakat dalam hal ini

adalah Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam tidakngd kesamaan persepsi
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antara pemerintah dan DPR menyebabkan kerugiamtdi ghak yaitu Wajib
Pajak. Walaupun perbedaan persepsi ini hanya dikpihternal perumus dan
pelaksana kebijakan namun dampak dari perbedasebtdradalah kerugian bagi
Wajib Pajak. Di mana kebijakan tersebut seharudmg@asarkan Penghasilan
Kena Pajak, namun DJP mengatur berdasarkan peneclolaria.

Pada dasarnya, Wajib Pajak akan lebih merasakantlegan apabila
kebijakan ini berdasarkan Penghasilan Kena Pajeakatia peredaran bruto. Hal
tersebut dikarenakan kemampuan membaghilify to pay dari masing-masing
Wajib Pajak dilihat dari seberapa besar Penghagitama Pajak yang dihasilkan
sebuah usaha.

Perhitungan berdasarkan omset cenderung akan memeikang atau
loopholes bagi Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan dafmrhitungan
pajak terhutang. Begitu pula dengan pihak otorifggjak yang dapat
menggelapkan atau memainkan contoh perhitungan sesgai dengan undang-
undang yang telah berlaku tersebut. Hal tersebtggaskan oleh Drajat H
Wibowo, Komisi XI DPR RI (Wawancara, 6 Mei 2009).

“Bayangan saya tidak seperti ini, sehingga akhimmgmimbulkan distorsi.

Distorsi ini akan menjadi sumber bagi penghindarajak dan penggelapan
pajak. Serta menjadi sumber mainan bagi orang-opaj@k nantinya. Ini

gara-gara contoh perhitungan seperti ini. Ketidd&adini akan menjadi

sumber bagi Wajib Pajak untuk melakukan penghidapajak dan

penggelapan pajak, bagi oknum pajak untuk melakukamerasan-
pemerasan. Bagi otoritas pajak hitungan yang bérgealikit maka akan
mudah. Bayangkan selisih hitungan seperti ini kamdyan.”

Latar belakang dari adanya perbedaan persepsibtgrsgikarenakan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PajakiRzesiian harus segera
diselesaikan karena undang-undang tersebut tel&agan perekonomian negara.
Di mana pendapatan negara yang paling cukup dignifdiperoleh dari pajak
penghasilan, sehingga peraturan tersebut segeskesditkan pada tahun 2008.
Namun, adanya penyelesaian undang-undang yanga&erkerburu-buru tersebut
menyebabkan adanya perbedaan persepsi yang culg@lkiOleh karena itu,
terdapat kelemahan dalam melakukan penyusunanlasamedari sebuah pasal,
khususnya Pasal 31E tersebut. Hal tersebut diukgkakembali oleh Drajat H
Wibowo (Wawancara, 6 Mei 2009).
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“Ini kelemahan dalam penyusunan penjelasan. Jagihib&aktu kita
menyusun undang-undang ini dikejar waktu. Sehirajdarnya DPR

itu lebih banyak membahas pasalnya. Kalaupun ad#oleatu ketika
dianggap bahwa pasalnya itu masih sumir atau abuhdh, yang ini
waktu itu dianggap sudafix, pengertiannya sudah sama. Sehingga
penjelasannya kita serahkan ke DJP, tetapi ternpataeda dengan
yang ada dalam bayangan saya waktu itu.”

Di sisi lain, pihak otoritas pajak menilai kebijakgersebut sudah tepat dan
sudah disahkan dengan kesepakatan bersama. Piédiajkan menggunakan
omset merupakan pilihan yang tepat dibandingkargalernPenghasilan Kena
Pajak karena lebih mudah mengukur dan menentukakM Kerdasarkan omset
dibandingkan dengan Penghasilan Kena Pajak. Haklat diutarakan oleh
Kepala Seksi Peraturan Pajak PPh Badan II, Direktéenderal Pajak (Wahyu
Santosa, 8 Mei 2009).

“Nah, kalau kebijakan ini batasannya kan berdasepesedaran bruto.
Tetapi kalau berdasarkan Penghasilan Kena Pajakd&@aponennya
sudah macam-macam. Nantinya PKP itu sendiri dikesilsetelah
dikurangi biaya dan segala macamnya. Kalau perasaHabih

mudahnya kan dilihat berdasarkan peredaran, apdkaimendapat
fasilitas berdasarkan bruto.”

Terdapat banyak pertimbangan mengapa kebijakaidak didasarkan pada
Penghasilan Kena Pajak. Salah satunya adalah apgeihgurangan tarif
didasarkan pada Penghasilan Kena Pajak, maka \RPajiék cenderung akan
menciptakan biaya-biaya fiktif. Ketika biaya-biatersebut menjadi meningkat
maka secara langsung akan mengurangi keuntungaidab Pajak. Kemudian
Wajib Pajak akan mendapatkan fasilitas penguramnaaitersebut. Hal tersebut
diutarakan oleh Wahyu Santosa, Direktorat Jendeagk (\Wawancara, 8 Mei
2009).

“Hal itu kan logis maka akan menciptakan biaya yéhtf, dengan
biaya yang fiktif itu otomastis keuntungannya akamnun. Ketika
keuntungannya turun akan mencapai batas di bawafy yeendapat
fasilitas, itu kan kita mendidik orang yang tidadnlar. Kalau kita logis
saja berkipir, misalnya saya UMKM. Kemudian batasdyatas maka
saya tidak akan mendapat fasilitas, nah saya pdsth berpikir
bagaimana caranya saya tambahin lah biayanya supiianya
turun. Tapi kalau LKP nya besar pun tapi omsetkga@l otomatis dia
masih masuk ke dalam kriteria UMKM tersebut. Katemsetnyagede
otomatis wajadongdia bukan UMKM lagi dan membayar pajak yang
lebih besar, begitu.”
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Dengan kata lain, apabila berdasarkan Penghasgaa Rajak maka Waijb
Pajak akan mudah untuk mengatur atau menyetel garabhu Sedangkan apabila
berdasarkan omset atau peredaran bruto, Wajib Régak sulit untuk melakukan
kecurangan terhadap pembukuannya. Hal tersebugagitan kembali oleh
Wahyu Santosa (Wawancara, 8 Mei 2009).

“Kalau kita menggunakan Laba Kena Pajak berarsi kiengajari WP
tersebut untuk menyetel pembukuan, itu karena updadang kita
menyatakan bahwa dari Laba Kena Pajak sekian. Kpéaadaran
usaha kecendrungannya orang tidak bisa menyeteld®an usaha itu
kan berhubungan dengan orang lain. Ketika kita oedrjan ke orang
lain, maka orang lain itu kan Wajib Pajak juga jathss checlya
gampang.”

Di samping itu, pihak otoritas pajak menyatakanwetapabila kebijakan
tersebut dibatasi dengan Penghasilan Kena Pajakunten tidak akan
menggairahkan sebuah UMKM untuk lebih maju. Halsébut dikarenakan
UMKM merasa tidak akan mendapatkan fasilitas lggildla Laba Kena Pajak
yang dihasilkan akan semakin besar. Hal tersebubké dijelaskan oleh Wahyu
Santosa (Wawancara, 8 Mei 2009).

“Nah, kalau kita batasi hanya sekian dapat fasilatau atas Laba

Kena Pajak maka yang pertama ini tidak akan merggean UMKM

untuk meningkatkan labanya. Ketika UMKM sudah besaaka
mereka akan berpikir bahwa tidak akan mendapditéessiagi.”

Dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak mengebatasan
Penghasilan Kena Pajak yang tidak dapat memajukboa® UMKM adalah
tidak tepat menurut salah seorang akademisi. Hakbet dikarenakan omset
tidak mempengaruhi sebuah UMKM dalam meningkatkabuah usaha.
Peningkatan usaha dapat dilihat melalui modal yRé&turn Earningdan RE yang
tinggi akan didapatkan melalui Penghasilan KenakPgang tinggi. Hal tersebut
diutarakan oleh Ruston Tambunan (Wawancara, 27201@9).

“...karena omset tidak berarti apa-apa membangkitksaha, maka
modal akan meningkat melaltéturn earning Return earnindarinya
ke Penghasilan Kena Pajak bukan ke omset.”

Hal yang perlu diperhatikan sebelum sebuah kehijakanplementasikan
kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak badan UMifiska selayaknya
kebijakan tersebut diuji secara materil sehinggdapsaat kebijakan tersebut

diimplementasikan tidak terdapat perbedaan penddpdiadap kebijakan
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tersebut. Hal yang sangat menarik adalah ketikébegoean pendapat tersebut
berada di pihak perumus kebijakan dan pelaksangakah, sehingga yang

dirugikan adalah Wajib Pajak sebagai pihak yangjat@nkan undang-undang

tersebut.

Kebijakan yang berlaku saat ini adalah kebijakamgyaesuai dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Di mana kehijda&kesebut bersifdbng
term, artinya kebijakan tersebut akan berubah dalamtwgéng lama apabila
terdapat perumusan kembali Undang-Undang PPh tdrseladirnya kebijakan
tersebut sudah membentuk persepsi yang berbedaggealtapat dikatakan tidak
adanya kesepakatan yang menyebabkan ketidakpalstignm di kalangan
internal pembuat undang-undamolicy makey itu sendiri.

Dalam kurun waktu tertentu Wajib Pajak badan UMKk&m menggunakan
kebijakan yang sudah berlaku melalui Pasal 31Eelberts Sepatutnya kebijakan
yang dikeluarkan pembuat undang-undang dapat mdmersas yang paling
krusial yaitu keadilan. Pada dasarnya prinsip-ingajak bertujuan untuk
mencapai keadilan. Dalam mengukur keadilan seddipat dibagi menjadi dua
bagian yaitbenefit principledanability to pay principle Prinsipbenefit principle
merupakan prinsip di mana pajak yang dibayarkah blajib Pajak tersebut akan
menerima manfaat yang diperoleh melalui barang jdaa yang disediakan
pemerintahBenefit principletidak dapat secara langsung dinikmati oleh Wajib
Pajak karena segala kebijakan yang dikeluarkanmgemerintah bergantung pada
struktur pengeluaran pemerintah tersebut.

Kemudian terdapat prinsip kedua yang dapat ditenak lapangan adalah
prinsip ability to pay dalam prinsip ini Wajib Pajak (WP) membayar psgakuai
dengan kemampuan WP itu sendiri. Kedua prinsipebers secara teori dapat
dijelaskan secara lugas, namun sulit untuk melaksamya di lapangan. Prinsip
kemampuan membayaalility to pay principl¢ mengatakan bahwa UMKM yang
mempunyai sama harus membayar dengan jumlah yamg Sementara UMKM
yang mempunyai memampuan lebih besar harus memiledylatesar.

Prinsip keadilan tersebut tertuang ke dalam du@ébagitu keadilan secara
horinzontal dan keadilan vertikal. Dalam prinsi@é#iégan secara horizontal yaitu

dalam pajak penghasilan yaitu UMKM yang berpendapasama harus
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membayar jumlah pajak yang sama. Dalam prinsip ikeeadvertikal juga
memberikan perlakuan yang sama, tetapi beranggapawa UMKM yang

memiliki kemampuan berbeda, harus membayar jundgdikpyang berbeda.

4.3.2 Penerapan Kebijakan Pengurangan Tarif PPh bagi WP badan UMKM
dilihat dari Sisi Keadilan Horizontal Pemungutan Pajak.

Sebagai pembuat kebijakan pajak, perumusan pajak ditetapkan dengan
hanya mewakili kepentingan pemerintah semata (fubgdgetai), tetapi juga
mempertimbangkan keterwakilan Wajib Pajak sebagaapggung pajak. Oleh
karena itu, prinsip keadilan sudah selayaknya ddjzgtlikasikan dalam sebuah
kebijakan.

Keadilan pada dasarnya tidak ada diskriminasi. DaPasal 31E memiliki
kecendrungan diskriminasi dalam pemberian inseatdu fasilitas kepada
UMKM. Di mana dalam suatu fasilitas yang ditujukdgngan subjek yang sama
yaitu UMKM, namun dalam penerapan pajak yang temgitidak mencerminkan
keadilan karena tarif yang akan dikenakan kepadaKMMdidasarkan pada
peredaran bruto.

Suatu pemungutan pajak dikatakan memenuhi keadibaizontal apabila
Wajib Pajak yang berada dalam “kondisi” yang sanperthkukan samaegual
treatment for the equdlsKeadilan horizontal menyatakan bahwa semua orang
yang mempunyai tambahan ekonomi yang sama denggguagan yang sama
tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilas hembayar pajak dalam
jumlah yang sama.

Dalam rangka mengukur kebijakan pengurangan t&fif BPagi Wajib Pajak
badan UMKM telah memnuhi asas keadilan pemungpiégetk, maka berikut ini
diuraikan 3 kriteria keadilan horizontal yaitu:

1. Pajak dibebankan kepada para Wajib Pajak berdasarkan kemampuan
masing-masing.

Pajak dibebankan kepada Wajib Pajak berdasarkarark@oman masing-
masing. Dalam arti Penghasilan Kena Pajak yangsili{aam tinggi maka pajak
yang terhutang akan tinggi. Kemudian apabila teati&enghasilan Kena Pajak

yang rendah maka pajak yang terhutang juga tentuakan lebih rendah.
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Misalnya PT A memiliki Penghasilan Kena Pajak sab&p1,5 miliar kemudian
PT B memiliki Penghasilan Kena Pajak sebesar Rmiljér maka pajak terutang
yang dihasilkan oleh PT B tentunya akan lebih bdgzndingkan dengan PT A.

Berdasarkan kebijakan Pasal 31E pajak terhutang gldoayarkan oleh PT
B belum tentu lebih besar dibandingkan dengan PH&.tersebut dikarenakan
perhitungan Pasal 31E tersebut didasarkan padagrare bruto suatu UMKM.
Ketika UMKM tersebut memiliki peredaran bruto yatigggi maka fasilitas
pengurangan tarif yang diberikan akan kecil, apalgkredaran bruto suatu
UMKM kecil maka akan mendapat fasilitas pengurangaifiyang besar.

Bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto kecil akerendapat fasilitas
pengurangan tarif yang besar bahkan sampai 50%n&akebijakan tersebut
berdasarkan peredaran bruto maka menyebabkan yafak terhutang tersebut
berbeda. Selain itu, terdapat ketimpangan di mahKM yang memiliki
Penghasilan Kena Pajak lebih besar seharusnya myamipajak yang lebih
tinggi, namun dalam kebijakan ini UMKM yang memiliRenghasilan Kena
Pajak lebih kecil justru membayar pajak yang letoifggi. Konsep pajak yang
dibebankan atas kemampuan masing-masedglity to pay UMKM tidak
terpenuhi melalui kebijakan ini. Hal tersebut jutjangkapkan oleh akademisi
yaitu (Ruston Tambunan, wawancara, 27 Mei 2009):

“Ability to pay itu diterjemahkan dalam bentuk siapa yang mempgunya
penghasilan lebih besar maka akan membayar pajak lghih besar.
Kemudian siapa yang mempunyai kemampuan yang saaka akan
membayar pajak yang sama. Artinya kemampuan yamg sa, yaitu
dalam posisi yang sama.”

Hal serupa diungkapkan oleh Wajib Pajak badan UMkaWiwa pajak yang
dibayar harus sesuai dengan kemampuan UMKM tersgbutnarso, 22 Mei
2009).

"Harusnya kalau kita melihat dari konsep PPh tarsshitu berapa
yang harus kita bayar tentu saja sesuai dengan rkpoan Kita.
Kemampuan kita adalah kemampuan dari omset kitdasetikurangi
dari biaya-biayanya. Ini berarti kita melihat setp besar
kemampuan kita yaitu berdasarkan penghasilan hetto.

Kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak sesuaigda kemampuan

masing-masing UMKM, karena dasar pengenaan taiiti ygenghasilan bruto.

Universitas Indonesia
Kebijakan pengurangan..., Anggraini Aj Sitepu, FISIP Ul, 2009



9¢

Seharusnya yang dikatakan sesuai dengan kemampaéah goenghasilan bruto

setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait dengamgpasilan tersebut.

2. Nett Income

Dasar Pengenaan Pajak yang mencerminkan suatukeadgan dalam
sistem perpajakan menggunakan penghasilan netogh®sitan neto dapat
diperoleh dari peredaran bruto setelah dikurangiusebiaya untuk mendapatkan,
menagih dan memelihara penghasilan tersebut. Nankefjjakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah melalui Pasal 31E tidaé&rdasarkan pada
penghasilan neto akan tetapi penghasilan brutenda penghasilan bruto yang
dihasilkan setiap UMKM dapat mempengaruhi pajakgyemhutang. Akibat dari
pemilihan kebijakan yang didasarkan pada peredamaio menyebabkan adanya
diskriminasi tarif. Diskriminasi tarif dapat menydikan ketidakadilan, seperti
yang diungkapkan oleh akdemisi berikut ini (Rusi@mbunan, wawancara, 27
Mei 2009):

“Tarif tersendiri berbeda dengan tarif umum, karewk perbedaan
berarti ada diskriminasi tarif, dengan adanya dhskmasi tarif ya
enggakadil.”

Melalui Pasal 31E ini terlihat bahwa UMKM yang mékii Penghasilan
Kena Pajak yang tinggi belum tentu memiliki pajatng terhutang lebih tinggi
pula. Seharusnya pengurangan tarif sebesar 508idasarkan pada penghasilan
neto, seperti yang dikemukakan oleh Aminarso, W&dak badan UMKM
(Wawancara, 22 Mei 2009).

“Nah ini nampaknya kalau mau tidak mau yang ditkaapadalah
konsep penghasilan bruto. Kemudian ini kalau kitgimat dari sisi

keadilannya, maka seharusnya ini berasal dari @emigh neto.
Kemudian kembali lagi ke Pasal 31E, terhadap fasilPasal 31E
memang benar sekali dalam penjelasannya, yang diepjaporsi

pengurang adalah dari penghasilan brutonya. Imyatyang menjadi
barometer persamaan adalah dari sisi peredaraaniyeutSedangkan
seharusnya kalau PPh pada prinsipnya adalah p&jakpanghasilan.
Kalau Wajib Pajak badan tentu saja atas Penghakima Pajak
(PKP) atas penghasilan netonya. Bisa saja kalaanisernya adalah
penghasilan bruto-nya tanpa melihat penghasilato.nbtaka antar
penghasilan netto yang sama, ini menimbulkan PRiy y@erbeda.
Inilah yang sering sekali diperdebatkan.”
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Sehingga kebijakan tersebut tidak memenuhi kritégadilan horizontal

berdasarkanett income

3. Equal treatment for the equals.

Pada prinsipnyaqual treatment for the equaieenyatakan bahwa dalam
kondisi yang sama atau Penghasilan Kena Pajaksamg akan dihasilkan pajak
yang terutang yang sama. Adil berarti bukan UMKMngamempunyai
penghasilan yang sama akan dikenakan pajak yang sesiainkan UMKM yang
mempunyai Penghasilan Kena Pajak yang sama akanak&n pajak yang sama.

Berikut ini merupakan contoh perhitungan dari Pa3aE, yang tidak
mencerminkan Pengghasilan Kena Pajak yang samadikasilkan pajak yang
terutang yang sama.

a. Peredaran bruto PT A setahun Rp4.800.000.000,- Hasilgn Kena Pajak
(PKP) setahun Rp1.500.000.000,-

b. Peredaran bruto PT B setahun Rp6.000.000.000,- Pg&d&ahun
Rp1.500.000.000,-

Berdasarkan Pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 TaA08. UMKM
yang mendapatkan fasilitas pengurangan tarif sadgragan 50% dari PPh Pasal
17 adalah UMKM yang memiliki omset sampai dengad,Bidl.

Penyelesaian:
1. Perlakuan Pajak Bagi PT A
PPh yang terutang bagi PT A = (28% x 50%) x Rp @&00.000 =
Rp210.000.000,-
2. Perlakuan Pajak Bagi PT B
PPh yang terutang bagi PT B
Rp4.800.000.000:Rp6.000.000.000 x Rp1.500.000.60Bp1.200.000.000
Fasilitas PPh 50% x 28% x Rp1.200.000.000= RpD&BADO,-
Tambahan PPh yang terhutang
Rp1.500.000.000-Rp1.200.000.000 = Rp300.000.000,-
PPh yang terhutang: 28% x Rp300.000.000 = Rp840000.
PPh yang terhutang keseluruhan = Rp168.000.000Rp84.000.000,- =
Rp252.000.000,-
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Peredaran bruto yang berbeda menimbulkan perbeadidam jumlah pajak
yang terutang. Padahal jumlah Penghasilan Kenak Bagjag dihasilkan oleh
kedua perusahaan sama. Selisin perbedaan tersebuRp252.000.000-
Rp210.000.000 = Rp42.000.000,-

Berdasarkan simulasi perhitungan tersebut secés ferlihat bahwa dari
Penghasilan Kena Pajak yang sama tidak dihasillegak yang sama. Sehingga
kebijakan Pasal 31E ini tidak mencerminkan keaditmizontal berdasarkan

equal treatment for the equals

4.3.3 Penerapan Kebijakan Pengurangan Tarif PPh bagiWwP badan UMKM
dilihat dari Sisi K eadilan Vertikal Pemungutan Pajak.

Suatu pungutan pajak dikatakan memenuhi keadilé#kRaveapabila Wajib
Pajak yang berada dalam “kondisi” yang berbediaequal treatmenfor the
unequaly. Keadilan vertikal menyatakan bahwa jumlah pajang dibayar
semakin besar sebanding dengan semakin besarnyanigman UMKM
membayar pajak.

Dalam rangka mengukur kebijakan pengurangan t&tif Pagi Wajib Pajak
badan UMKM telah memnuhi asas keadilan pemungoiégeik, maka berikut ini
diuraikan 2 kriteria keadilan vertikal yaitu:

a. Unequal Treatment For The Unequals

Pada prinsipnyaunequal treatment for the unequalsenyatakan bahwa
dalam kondisi yang tidak sama atau Penghasilan K&jak yang tidak sama
akan dihasilkan pajak yang terutang yang tidak spola. Dalam arti, apabila
UMKM memiliki Penghasilan Kena Pajak yang berbedaghn UMKM lainnya,
maka pajak yang terhutang juga akan berbeda. Nakebijakan Pasal 31E tidak
sesuai dengan teori untuk mengukur keadilaequal treatment for the unequals
Berikut ini disajikan melalui contoh perhitungarhiba kebijakan ini tidak sesuai
dengan kriteria keadilan vertikal berdasarkaequal treatment for the unequals
a. Peredaran bruto PT A setahun Rp4.800.000.000,- Pg&&ahun

Rp1.800.000.000,-
b. Peredaran bruto PT B setahun Rp6.000.000.000,- P#&ahun
Rp1.500.000.000,-
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Penyelesaian:
1. Perlakuan Pajak Bagi PT A
PPh yang terutang bagi PT A = 28% x 50% x Rp 1@WMO00 =
Rp252.000.000,-
2. Perlakuan Pajak Bagi PT B
PPh yang terutang bagi PT B
Rp4.800.000.000:Rp6.000.000.000 x Rp1.500.000.60Bp1.200.000.000
Fasilitas PPh 50% x 28% x Rp1.200.000.000= RpDEBAO,-
Tambahan PPh yang terhutang
Rp1.500.000.000-Rp1.200.000.000 = Rp300.000.000,-
PPh yang terhutang: 28% x Rp300.000.000 = Rp840000.
PPh yang terhutang keseluruhan = Rp168.000.000Rp&4.000.000,- =
Rp252.000.000,-
Walaupun Penghasilan Kena Pajak PT A dan PT B nienpérbedaan

yang cukup siginifikan yaitu sebesar Rp300.000.00@mun, pajak yang harus
dibayar adalah sama.

PKP yang dihasilkan oleh PT A adalah Rp1.800.0aD-OPajak yang
terhutang adalah Rp252.000.000,- dan PKP yang itkhes PT B adalah
Rp1.500.000.000,- pajak yang terhutang adalah RPRB200,-

Dengan demikian hal tersebut menimbulkan ketidd&agdkarena PKP yang
lebih besar sekalipun akan menghasilkan pajak ganga dengan PKP yang lebih
kecil. Tentunya hal tersebut bertentangan dengams deeadilan vertikal

berdasarkan prinsigpnequal treatment for the unequals

b. Progression

Semakin besar penghasilan yang diterima, semalgarajak yang harus
dibayar. Penghasilan yang dimaksud adalah Penghasgéna Pajak. Prinsip ini
menekankan bahwa semakin tinggi Penghasilan Kejak RPang dihasilkan oleh
UMKM, maka semakin tinggi pula pajak yang akan gédra

Perubahan tarif PPh Pasal 17 dalam Undang-UndangpN86 Tahun 2008
tidak lagi memakai prinsip tarif progresif akanaf@tmemakai tariflat sebesar

28%. Namun, pada dasarnya tarif flat juga menyednalaklanygprogressionpada
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pajak yang terhutang, misalnya 28% dari Rp100 @kian berbeda dengan 28%
dari Rp1 miliar.

Kebijakan Pasal 31E ini tidak mencerminkan adamygressiondari pajak
yang terhutang karena UMKM yang memiliki Penghasiléena Pajak yang
tinggi pun belum tentu akan membayar pajak yanghleimggi dari UMKM
lainnya yang sejenis. Oleh karena itu, kebijakanjuga tidak memenuhi asas
keadilan vertikal berdasarkgmnogression

Pokok dasar penelitian ini merupakan menguji keadidari sebuah
kebijakan pengurangan tarif PPh badan bagi WajjakP®8erdasarkan uraian di
atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa kebijakatidak tepat berdasarkan
peredaran bruto. Hal tersebut dikarenakan kebijakatidak mendukung teori-
teori keadilan yang sangat krusial. Di mana keadeerupakan asas yang selalu
diharapkan baik pemerintah dan Wajib Pajak dapateteihi. Namun, ketika
keadilan tidak terpenuhi maka Wajib Pajak padaspgsing dirugikan.

Fasilitas yang diberikan kepada UMKM melalui kekga tersebut, peneliti
cenderung mendukung apabila kebijakan ini berdasalflenghasilan Kena Pajak.
Apabila kebijakan ini berdasarkan Penghasilan Kdétgak maka sangat
mencerminkarability to pay Di samping itu, margin peredaraan bruto dariageti
UMKM berbeda-beda, sehingga tidak tepat menerapkaasan peredaran bruto
sebagai dasar pengurangan tarif PPh PPh pada P&k badan UMKM.
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